[@lolels]


User5
Stamp


43449 pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nunukan Tahun 2015
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata
ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Nunukan, Oktober 2017

Yang Menyatakan

AEN)
: 500895905




43449 pdf

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGULATION OF KPU NUMBER 04 YEAR 2015
CONCERNING THE DATA OF DATA AND LIST OF VOTERS IN THE
ELECTION OF REGENT AND VICE REGENT OF THE REGENCY OF

NUNUKAN IN 2015.

Zulkarnaen
zulkarnaennotonogoro@gmail.com

Universitas Terbuka

The purpose of this research is to know the relationship of organization and
implementation strategy of KPU Regulation Number 04 Year 2015 about updating data
and voter list in election of Regent and Vice Regent of Nunukan Regency. Variable
measurement is done using descriptive qualitative. Data analysis used Van Meter and
Van Horn theory for organizational relations and Merille S. Grinder for organizational
strategy. While data collection techniques using visual observation, interviews with
selected subjects and literature study by reading books, magazines, newspapers,
documents, laws and other information media based on van horn and van meter theories
that have to do with the problem under study , and supported by secondary data.

The result of research analysis indicate that the variable of organization
relationship has succeeded in optimizing the implementation of KPU Regulation Number
04 year 2015, about updating data and voter list in election of Regent and Vice Regent of
Nunukan Regency. The organizational strategy successfully optimizing the
implementation of KPU Number 04 year 2015 rules run well, one of which is seen by the
high level of voter participation that reaches 69.92% based on Nunukan District KPU
data and no lawsuit filed in Constitutional Court. In addition, the KPU has coordinated,
organized and controlled all stages based on legislation. Nevertheless it can not be denied
found some problems and obstacles in the implementation of Pemilukada. The inhibiting
factors are 1) the limited human resources, 2) the late disbursement of the budget of the
Regional Head Election. 3). Inadequate accessibility and area and facilities and
infrastructure.

Keywords: Organizational Relations, Implementation, Organizational Strategy.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN KPU NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015.

Zulkarnaen
zulkarnacnnotonogoro@gmail.com

Program PascaSarjana
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan organisasi serta strategi
implementasi peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan
daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan teori Van Meter dan
Van Horn untuk hubungan organisasi dan Merille S. Grinder untuk strategi organisasi.
Sementara Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi visual, wawancara
dengan subjek terpilih dan studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat
kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain berdasarkan teori
van horn dan van meter yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, serta
ditunjang oleh data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan organisasi telah berhasil
mengoptimalkan implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015, tentang
pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam peémilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nunukan. Strategi organisasi berhasil mengoptimalkan implementasi
peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat
dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 69,92% berdasarkan
data KPU Kabupaten Nunukan dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah
Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan
mengendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. ‘Walaupun
demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam
penyelenggaraan Pemilukada., Adapun faktor-faktor penghambatnya yaitu 1) keterbatasan
sumber daya manusia, 2) terlambatnya pencairan anggaran Pemilihan Kepala Daerah, 3)
Aksesbilitas dan luas wilayah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kata Kunci: Hubungan Organisasi, Implementasi, Strategi Organisasi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Sejarah Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten
Bulungan, Pembentukan Kabupaten Nunukan berdasarkan pertimbangan
luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. Pemekaran Kabupaten Nunukan di pelopori oleh R.A. Besing
yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati.

Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 16 kecamatan
dan terdiri dari 240 desa, dengan luas wilayah 14,263,68 Km? kecamatan
Lumbis Ogong merupakan kecamatan wilayah terluas, yaitu 3,357,01 Km?
atau sekitar 23,56% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Nunukan,
kecamatan ini juga memiliki desa yang banyak jika dibandingkan dengan
kecamatan [ainnya, yaitu sebanyak 49 desa atau posisi kedua setelah
kecamatan Krayan, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil
adalah kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 Km?® atau sekitar 0.11 % dari
total luas Kabupaten Nunukan, dan luas wilayah lautan sejauh 4 mil laut dari
garis pantai terluar kearah laut seluas 1,408,758 Km? kecamatan yang ada di

Kabupaten Nunukan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel.
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Nama dan Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Nunukan ( Km?)

NO Kecamatan Luas wilayah
1 | Krayan 1.834,74
2 | Krayan Selatan 1,757,656
3 | Lumbis 290.23
4 | Lumbis Ogong 3,357,0]
5 | Sembakung 1,764,94
6 | Sembakung Atulai 271,72
7 { Nunukan 564,50
| 8 | Sei Manggaris 850,48
9 | Nunukan Selatan 181,77 -
[0 { Sebuku 1,608
, 11 | Tulin Onsoi 1,513.36
| 12 | Sebatik 51,07
13 | Sebatik Timur 39,17
14 | Sebatik Tengah 47,71
| 15 | Sebatik Utara 15,39
16 | Sebatik Barat 93,27

Sumber: Profil Kabupaten Nunukan Tahun 2016, Badan Prencanaan Daerah
(BAPPEDA & Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan
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Sejak tahun 2012, Kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi
Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran Provinsi baru tersebut dari

Provinsi Kalimantan Timur.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Nunukan terletak antara 115°33' sampai dengan 118°03'
Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara,
merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Posisinya
yang berada di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia menjadikan
Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas
antar negara.

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung
dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut
Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten
Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia
Timur-Serawak.

Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 28 pulau. Sungai terpanjang
adalah Sungai Sembakung dengan panjang 278 km sedangkan Sungai
Tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km. terdapat di
sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran
bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah
timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan

dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan



43449 pdf
69

untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8 - 15%, sedangkan untuk
daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas

15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0 - 50%.

¢. Landasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nunukan

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan
pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila
penyelenggaraan pemilu mempunyai integritas yang tinggi dan memahami
dan menghormati hak politik dari warga Negara. Salah satu faktor terpenting
bagi keberhasilan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas
penyelenggara dan menyiapkan sarana dan prasarana Pemilu yang berupa
logistik/perlengkapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu, tépat
jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah
merupakan kedaulatan rakyat di daerah tersebut untuk memilih kepala
daerah secara langsung. Selanjutnya penyelenggara Pemilihan Umum,
selain pemilihan yang bersifat Nasional diselenggarakan oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Komisi

Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nunukan serta Panitia Pembantu
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pelaksanaan Penyelenggaraan pemilihan dibentuk oleh KPUD Kabupaten
Nunukan.

Dalam peersiapan pelaksanaan Pemilihan KPUD Kabupaten
Nnunukan perlu melakukan validasi data pemilih dengan landasan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data
dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wwakil Bupati yang akan
lebih dijelaskan dalam hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

. Tahapan Pemutkahiran Daftar Pemilih

Pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dimulai dengan
penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasill
sinkronisasi dari KPU Pusat melalui portal Sistem Informasi Data Pemilih
(SIDALIH) pada tanggal 17 April 2015, Jumlah pemilih berdasarkan data
DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah tersebut sebanyak 168.532
dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 89.306 orang dan jumlah pemilih
perempuan sebanyak 79.226 orang. Adapun jumlah pemilih pada setiap

Kecamatan berdasarkan DP4 dapat dilihat pada data sebagai berikut :
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i
|
|
|
| Tabel 4. 2

DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN SERENTAK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN

TAHUN 2015
JENIS KELAMIN

NO | KECAMATAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
1. |SEBATIK 3.221 2.870 6.091
2. | NUNUKAN 32.197 28.602 60.799
3. | SEMBAKUNG 3312 2.900 6212
4. | LUMBIS 3.009 2.787 5.796
5. [KRAYAN 4.079 3.666 7.745
6. | SEBUKU 5.200 4276 9.476
7. | KRAYANSELATAN | 1.261 1.111 2372

| 8. | SEBATIK BARAT 4.759 4.273 9.032
9. | NUNUKAN SELATAN | 8.186 7.144 15330

| 10. | SEBATIK TIMUR 6.365 5.833 12.198
11. | SEBATIK UTARA 3.152 3.191 6.703
12. | SEBATIK TENGAH  |3.381 3.079 | 5.460
13. | SEIMENGGARIS 4.033 3.184 7222
14. | TULIN ONSOI 2.983 2.673 5.656

| 15. | LUMBIS OGONG 2.354 2.309 4.663

16. | SEMBAKUNG ATULALI | 1.449 1328 2777

Sumber KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2015
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Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 04
tahun 2015 bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Data
Pemilih di bantu oleh PPDP. Maka pada tanggal 03 September 2015 s/d 09
September 2015 KPU Kabupaten Nunukan menyampaikan Daftar Pemilih
Sementara kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan validasi dan dimutakhirkan.

PPS dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih dibantu
oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk 1 orang untuk setiap
TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang dan paling
banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebibh dari 400
(empat ratus) orang, melakukan kegiatan coklit sebagaimana diatur pada peraturan
KPU No. 04 tahun 2015 pasal 10 ayat 7 sebagai berikut :

1. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data
Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;

2. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;

3. mencoret Pemilih yang telah meninggal;

4. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

5. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status
anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum
kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

7. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
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8. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan
dokter;

9. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap;

10. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
dan

11. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang
menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.

Selain melakukan seperti yang disebutkan diatas, PPDP juga melakukan
Penyisiran dan pemutakhiran data dari rumah kerumah sambil menempelkan stiker
tanda telah terdafiar yang disediakan oleh KPU Kabupaten Nunukan sehingga
diharapkan data yang dihasilkan adalah data yang akurat.

Adapun syarat bagi penduduk yang akan didaftar sebagai pemilih
berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 adalah:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudahlpe‘mah kawin
mempunyai hak memilih.

Selanjutnya pemilih yang tersebut diatas harus memenuhi syarat :
a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;
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c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam)bulansebelum
disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan

d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Dari hasil penyisiran, coklit, pemutakhiran dan penyusunan dafiar
pemilih olech PPS bersama PPDP maka pada tanggal 2 September 2015
dilakukan pengesahan Daftar Pemilih Sementara untuk selanjutnya diumumkan
dan mendapatkan tanggapan masyarakat selama 9 hari yaitu mulai tanggal 10
September s/d 19 September 2015.

Pengumuman Daftar Pemilth Sementara dilakukan dengan cara
menempelkan daftar pemiliﬁ disetiap kantor Desa Kelurahan, di tempat-tempat
strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat di setiap wilayah TPS,
penempelan nama-nama pemilih yang sudah terdafiar disetiap rumah kerumah
warga masyarakat, publikasi keliling melalui mobil unit BKKBN, pengumuman
lewat masjid dan rumah ibadah lainnya, penempelan stiker disetiap rumah-
rumah, dan pengumuman lewat media elektronik (radio swasta).

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara dapat dilihat pada table

sebagai berikut :
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Tabel 4,3

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN

KAB. NUNUKAN TAHUN 2015
DAFTAR PEMILIH
. SEMENTARA
ggUT KECAMATAN TeS LAKI - | PEREMP |JUMLA
LAKI UAN H

1 NUNUKAN 117 27.579 24.085 51.664
z NUNUKAN SELATAN 38 6.164 4.978 11.142
3 SEBATIK BARAT 17 3.331 2919 6.250
4 SEBATIK TIMUR 27 4989 4.566 9555
5 SEBATIK UTARA 15 3.261 3.021 6.282
6 SEBATIK TENGAH 18 2.888 2570 5.458
7 SEBATIK 12 2.098 L.773 3.871
8 SEBUKU 21 4.759 3.812 8.571
9 TULIN ONSOI 18 3.230 2478 5.708
10 SEMBAKUNG 20 2735 2.247 4982
11 SEMBAKUMG ATULAI 11 1.273 1.130 2403
12 LUMBIS 33 2.157 2080 4237
13 LUMBIS OGONG 49 1.787 1.655 3.442
14 KRAYAN 68 3.942 3.707 7.649
15 KRAYAN SELATAN 24 1.453 1371 2.364
16 SEIMENGGARIS 28 4.149 2.739 6.888
JUMLAH KESELURUHAN 516 75835 65131 140.966

Sumber KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2015

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah pemilih sementara
sebanyak 140.966 orang dengan perincian pemilih laki-laki sebanyak 75.835
orang dan pemilih perempuan sebanyak 65.131 orang.

Dari hasil tanggapan masyarakat atas pengumuman Daftar Pemilih

Sementara tersebut selanjutnya oleh PPS bersama PPDP melakukan perbaikan
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Daftar Pemilih Sementara selama 5 hari yaitu dari tanggal 20 s/d 25 September
2015. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan tingkat
desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK
dari tanggal 26 s/d 28 September 2015. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
hasil perbaikan tingkat Kecamatan di lakukan dari tanggal 29 s/d 30 September
2015.

Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU di tingkat
Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam rapat pleno
terbuka di tingkat KPU Kabupaten Nunukan dengan mengundang Masing-
Masing LO Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Muspida Kab.Nunukan,
Disduk Capil Kab. Nunukan, LSM dan Tokoh Masyarakat. sebelum penetapan
Rekap Daﬁz;r Pemilih Terdaftar, KPU Kabupaten menyampaikan draft DPT
kepada para Tim Pasangan calon ini dilakukan untuk diperiksa guna mendapat
tanggapan, masukan dan koreksi yang disertai dengan data autentik dan bukti
tertulis agar dapat dilakukan pembetulan pada saaat itu juga dengan alat bukti
yang lengkap, jika masih ada masyarakat atau pendukung masing-masing
pasangan calon belum terdaftar dan sudah memenuhi syarat untuk didaftar
berdasarkan undang-undang.

_ Penetapan Daftar Pemilih Terdaftar di tingkat KPU dilaksanakan pada
tanggal 02 Oktober 2015 Pada Jam 11.00 Wita dalam Rapat Pleno Terbuka KPU
Kabupaten Nunukan bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nunukan, JI. Radio RT. 02 No. 138 Kelurahan Nunukan Utara yang dihadiri
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oleh Para Ketua Tim Pasangan Calon, Ketua Panwas Kabupaten Nunukan,
Muspida Kabupaten Nunukan, DPRD, Partai Pendukung, Dinas Kependudukan
Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Desk PEMILUKADA dan
ketua PPK dan PPS. Sebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh KPU
Kabupaten Nunukan, KPU Kabupaten Nunukan memberi kesempatan kepada
setiap Ketua Tim Pasangan calon untuk menyampaikan tanggapan terhadap
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh masing-masing PPK disetiap
Kecamatan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh PPK
disetiap Kecamatan ternyata mendapat Tanggapan Tim Sukses Pasangan Calon
Tentang daftar nama pemilih yang terdapat dalam DPT tetapi Tim Pasngan
Calon dari Nomor 4 (empat) tersebut tidak dapat membuktikan alasan keberatan
sehingga KPU Kabupaten Nunukan tidak dapat mengakomodir keberatan dari
pasangan calon tersebut. Teatpi dengan catatan sesuai dengan Peraturan KPU
No. 4 Tahun 2015 Pasal 20 ayat | menyatakan bahwa apabila pemilih yang tidak
terdafiar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memnuhi syarat sebagai pemilih
dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS dengan menunjukkan
identitas (DPTb-1). Tepat pukul 15.00 Rapat Pleno penetapan DPT tingkat
Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan dengan dipimpin oleh Ketua KPU beserta anggota KPU
Lainnya dan seluruh tim pasangan calon akhirnya sepakat bahwa daftar pemilih

yang difetapkan oleh KPU Kabupaten Nunukan disepakati untuk dipakai pada
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur Provinsi Kalimantan Utara dan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan 2015.

TABEL 4.4

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN

TAHUN 2015
No. Nama Kecamaan ];I:s [:;;:l Jumlah Jumlah Pemilih
TPS L P L+P

1. | Nunukan 5 117 26.487 | 23.486 | "49.973
2. | Nunukan Selatan 4 38 5.761 4912 10.673
3. Sebatik Barat 4 17 3.256 2.850 6.106
4, Sebatik Timur 4 27 4.933 4.531 9.464
5. Sebatik Utara 3 15 3.197 2.970 6.167
6. Sebatik Tengah 4 18 2.829 2.514 5343
7. Sebatik 4 12 2.094 1.781 3.875
8. Sebuku 10 21 4,714 3.705 8.419
9, Tulin Onsoi 12 18 3.039 2.428 5.467
10. } Sembakung 10 20 2.682 2206 4388
11. | Sembakung Atulai 10 11 1.088 1.067 2.155
12. | Lumbis 28 33 2.151 2.054 4205
13. [ Lumbis Ogong . 49 49 1.848 1.705 3.553
14. | Krayan 65 68 3.932 3.6%4 7.626
15. | Krayan Selatan 24 24 1.290 1.143 2.433
16. | Seimenggaris 4 28 4.012 2.653 6.665
TOTAL 240 516 73313 63.699 13.7.012

Sumber KPU Kabupaten Nunukan tahun 2015
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Berdasarkan tahapan Pendaftaran pemilih yang belum terdafiar dalam
DPT serta penyusunan DPTb-1 dilaksanakan tanggal 13 s/d 20 Oktober 2015 di
tingkat PPS. Sehingga pada saat dilakukan rekapitulasi pendaftaran pemilih yang
belum terdaftar dalam DPT di tingkat PPK pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 2015
terdapat data pemilih tambahan khususnya dibeberapa Kecamatan yang

berjumlah 692 orang seperti dalam tabe! berikut ini:

Tabel 4.5
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2015
No | Kecamatan Jumlah Pemilih
Tambahan
1. Krayan 99 Orang
2. | Krayan Selatan 5 Orang
3. Lumbis Ogong 48 Orang
4, Nunukan 255 Orang
5. Nunukan Selatan 82 Orang
6. Sebatik Tengah 14 Orang
7. Sebatik Timur 79 Orang
8. Sebuku 41 Omag
9. Tulin Onsoi 69 Orang
Jumlah Peilih Tambahan 692 Ornag

Sumber KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2015
Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 729/KPU/X/2015 Tanggal 29

Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT point 3 (tiga) menyatakan bahwa

dalam hal jumlah Dafiar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) terdapat jumlah
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yang signifikan dan memperhatikan partisipasi pemilih pada Pemilu terakhir
serta untuk menjamin ketersediaan surat suara bagi pemilih terdaftar, KPU
Kabupaten/kota dapat menmpuh kebijakan mewadahi DPTb-1 kedalam DPT
setalah melakukan pencermatan dan mendapat rekomendasi oleh Panwaslu
Kabupaten. Berdasarkan Surat edaran tersebut Pada hari Kamis tanggal dua
belas bulan November KPU Kabupaten Nunukan melakukan penetapan ulang
daftar pemilih tetap (DPT) dan Perubahan data Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nunukan Tahun 2015 dengan dasar penetapan yaitu jumlah daftar
pemilih tetap tambahan-1 (DPTb-1) terdapat jumlah yang signifikan dan dengan
adanya rekomendasi panwaslu Kabupaten Nunukan Nomor 138/A/Panwaslu-
NNK/X1/2015 Tanggal 07 November 2015.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan dapat dilihat

pada table sebagai berikut :
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TABEL 4.6
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN

TAHUN 20615
JUMLAH PEMILIR DPT Hasil Perbaikan
NO. KEC TPS DPT Hasil Perbaika
URUT Jumlah | Jumlah sil Ferbaiian
L P P | Desa/Kel | TPS
L P L+P
1 NUNUKAN | 117 | 26487 | 23.486 | 49973 | 5 117 26622 | 23.606 | s0.228
NUNUKAN
2 SELATAN | 38 5761 |[4912 | 10673 |4 38 5800 | 4955 | 10755
SEBATIK
3 BARAT 17 |325 |28 6106 |4 17 3256 | 285 | 6.106
SEBATIK
4 TIMUR 27 4933 | 4531 |9464 |4 27 4975 | 4568 | 9.543
SEBATIK
5 T 15 3.197 |297 |6.167 |3 15 3.197 {297 | 6167
SEBATIK
6 TENGAn |18 2829|2514 |s343 )4 18 2834 | 2523 |s5357
7 SEBATIK (12 (2094 | 1781 |3875 (4 12 2094 | 1781 | 3.875
8 SEBUKU | 21 4714 | 3705 | 8419 |10 21 4736 | 3724 | 446
TULIN
9 ONSOI 18 |3.039 [2428 [s5467 |12 18 3.075 (2461 (5536
10 ;%WAKU 20 | 2682 |2206 | 4888 |10 20 2682 | 2206 | 4388
SEMBAKU
1 MG 11 1.088 | 1.067 | 2155 |10 11 ‘1088 | 1067 | 2.155
ATULAI
12 LUMBIS 33 | 2151 |2054 |4205 |28 33 2151 | 2054 | 4205
LUMBIS
13 OGONG 49 1.848 [ 1705 | 3.553 |49 49 1872 | 1729 | 3.601
14 KRAYAN |68 [3932 |3.694 |7626 |65 68 3979 | 3746 {7725
KRAYAN
15 SELATAN | 24 1.29 1143 {2433 (24 24 1293 | 1145 | 2438
16 :ijns‘m GG |55 | 4012 |2653 |6665 |4 28 4012 | 2653 | 6665
TOTAL 516 | 73313 | 63.699 | 137.012 | 240 516 73.666 | 64.038 | 137.704

Sumber KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2015
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Dari data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah pemilih tetap untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2015 sebanyak 137.704 orang dengan
perincian jumiah pemilih laki-laki sebanyak 73.666 orang dan jumlah pemilih
perempuan sebanyak 64.038 orang.

Berita Acara Tentang Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dan Perubahan Data dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermnur Provinsi
Kalimantan Utara, Bupat'i dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2015
Hari Kamis Tanggal dua belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu lima belas
tersebut diserahkan kepada seluruh Tim Pasangan Calon dan Panwaslu
Kabupaten Nunukan dalam bentuk Hardcopy pada tanggal 12 November 2015.

. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2015 Tentang Tata kerja
KPU, KPU Provinsi’'Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU /KIP
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum telah diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2011, dengan maksud untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin

pelaksanaan hak politik masyarakat, maka dibutuhkan penyelenggara pemilihan
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umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan
akuntabilitas.

Undang-undang ini menyatakan dalam pasal 1 ayat (4), bahwa
“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”. Pemilihan umum yang turunannya berupa
pemilukada langsung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, merupakan
perwujudan kedaulatan rakyat di daerah yang bersifat lokal, guna menghasilkan
pemerintahan daerah yang demokratis, baik dan bersih. Penyelenggaraan pemilu
maupun pemilukada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
dalam NKRI, Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini hanya dapat terwujud apabila
Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi, serta memahami dan
menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara yang berada di daerah.

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
.Umum, pada pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah
Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
Peran KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota,
dalam penyelenggara pemilu adalah untuk memilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden
dan Wakil Presiden, dan menjadi penyelenggara pemilukada untuk memilih
Gubernur dan Wakil Gubernur, serta menjadi penyelenggara pemilukada untuk
memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat
Kabupaten/Kota.

Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun 2015, sesuai dengan amanat
Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, maka yang melaksanakan Pemilukada
Kabupaten Nunukan adalah KPU Kabupaten Nunukan beserta jajaran
penyelenggara di bawahnya. Kewenangan tersebut, dalam penyelenggaraan
pemilu maupun pemilukada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adi! dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hanya dapat
terwujud apabila Penyelenggara Pemilu maupun Pemilukada mempunyai
integritas yang tinggi, serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan
politik dari warga negara. Komisioner KPU Nunukan dalam penyelenggaraan
Pilkada Kabupaten Nunukan tahun 2015, bertindak sebagai lembaga pembuat
aturan-aturan yang sangat teknis berkaitan pelaksanaan pilkada.

Untuk lebih memahami anggota KPU Kabupaten Nunukan berdasarkan
struktur kerja, yang terbagi atas struktur kerja KPU Kabupaten Nunukan dan
struktur kerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan. Struktur kerja KPU

Kabupaten Nunukan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Koordinator Wilayah Koordinator Wilayah Kec. Sembakung
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sebatik utara, kec sebatik
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Gambar 4.7

Struktur Kerja KPU Kabupaten Nunukan

Sekeretariat KPU Kabupaten Nunukan terbentuk pada tahun 2003, dengan
seorang Sekretaris atas nama Ruslan Djoni, SH, Kasubag Umum Daud Banduru
Ruru,S.Sos, Kasubag Teknis Joko Sutomo, SE serta beberapa staf sekretariat yang
terdiri atas lima orang staf honorer KPU, tiga satpam, tiga pramusaji dan sopir, serta
empat PNS daerah sebagai pelaksana yang diperbantukan. Selanjutnya, untuk
penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nunukan tahun 2015, struktur kerja Sekretariat
KPU Kabupaten Nunukan terdiri atas Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan
Partispasi Masyarakat yang terdiri 1 orang kasubag dan dibantu oleh 2 orang staf.

Subbagian Program dan Data memiliki 1 orang kasubag dan dibantu 2 orang staf.
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Subbagian Hukum 1 orang kasubag dan dibantu 2 orang staf,. Selanjutnya Subbagian

Keuangan, Umum, dan Logistik, terdiri atas 1 orang kasubag dan 10 orang staf.

Adapun Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan, seperti di bawah ini.

KARTINI TANSALAKA.SE
Sekretaris KPU

:

!

b J

v

1

Jhon Tandi B, ST. Ansar, ST Zulkarnaen. SE. Eko Teguh S. SH
Kasubag Teknis Kasubag &mmﬁm dan Kasubag Hukum
dan Humas Program Logistik
Staf Staf Staf Staf
Agus Sutikno. Sri Andriyanti Amir Abdurahman
Rasmi, S.Kom Ida Royani, s.Pdi Agus Sutikno Nilawati, A.Md
Marce Ali Asgar

M. Yusuf Berkati

Darsono

Saparlimat

Ramlan zainuddin

Ida rohani

Dwi jumaiyah

Ashak

Gambar 4.8

Struktur Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan

Tugas pokok dan fungsi sekretariat KPUD adalah menfasilitasi terhadap

kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Nunukan

dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada, sehingga dapat betjalan sesuai

dengan seluruh tahapan, program, kegiatan yang telah diputuskan dalam rapat pleno.
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Keputusan rapat pleno KPUD tersebut difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten
Nunukan, baik berupa anggaran, personil dalam hal ini staf pendamping, maupun
fasilitas penunjang kerja yang lainnya demi kelancaran tugas pokok dan fungsinya
KPU Kabupaten Nunukan.

a. Pembentukan Badan Penyelenggara.

1. Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pembentukan badan penyelenggara tingkat bawah, seperti
rekruitmen PPK, dalam hal ini KPU Kabupaten Nunukan telah
mengclharkan Pengumuman, berdasarkan pengumuman ini, maka para
calon anggota PPK masing-masing mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten
Nunukan, yang selanjutnya KPU Kabupaten Nunukan melakukan seleksi
administrasi terhadap para calon anggota Pf’K yang telah mendaftarkan diri,
termasuk diantaranya melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and

profer test) terhadap calon anggota PPK tersebut.

Bagi calon anggota PPK yang memenuhi persyaratan, kemudian
disahkan pengangkatannya dengan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan
Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-021.436126/V/APBD 11/2015 tentang
Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se — Kabupaten
Nunukan dalam Rangka Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun
2015. Selanjutnya dilaksanakan Pengambilan sumpah/janjinya di Nunukan

pada hari Senin, 18 Mei 2015 di Aula Hotel Firdaus International
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| Kabupaten Nunukan. Selanjutnya untuk calon anggota PPS akan diangkat
melalui SK PPK di masing-masing kecamatan. Rekapitulasi jumlah
anggota PPK berdasarkan jenis kelamin tertera seperti Tabel 4.9 di bawah

ini.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Jumlah Anggota PPK berdasarkan Jenis Kelamin
PPK
NO Kecamatan Laki-Laki Perempuan | Jumlah
1 | Nunukan 5 - 5
2 [ Nunukan Seiatan 4 i 5
3 | Sebatik 4 1 5
4 | Sebatik Barat 5 - 5
5 | Sebatik Utara 4 1 5
6 | Sebatik Timur 4 1 5
7 | Sebatik Tengah 4 1 5
8 | Sei Manggaris 5 - 5
9 | Sebuku 4 1 5
10 | Sembakung 5 - 5
11 | Sembakung Atulai 4 1 5
12 | Tulin Onsoi 5 - 5
13 ] Lumbis 4 1 5
14 | Lumbis ogong 4 1 5
15 [ Krayan 4 1 5
16 | Krayan Selatan 4 1 S
Jumiah 69 11 80

Sumber Data : KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2015

2. Panitia Pemungutan Suara

Rekruitmen calon anggota PPS dilakukan berdasarkan Pengumuman
KPU Kabupaten Nunukan, keputusan Pengangkatan Panitia Pemungutan
Suara (PPS) se Kabupaten Nunukan ini berdasarkan Keputusan KPU
Kabupaten Nunukan Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab-021.436126/V/ABPD 11/2015

tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sc Kabupaten
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Nunukan dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun

2015, pelantikan calon anggota PPS se Kabupaten Nunukan ini

dilaksanakan di ibukota kecamatan masing-masing, dengan pengambil

sumpah dilakukan oleh masing-masing komisioner sesuai dengan wilayah

kerja dan wilayah koordinasinya. Pelantikan tersebut tersusun berdasarkan

Jadwal, hari dan tanggal yang telah direncanakan. Hal ini diatur agar

memudahkan dalam pelaksanaan pelantikan serta pemberian materi bimtek

karena jumiah anggota PPS cukup banyak.

Berdasarkan hal tersebut jumlah anggota PPS berdasarkan jenis

kelamin terlampir pada Tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Jumlah Anggota PPS berdasarkan Jenis Kelamin
PPS
NO Kecamatan Laki-Laki Perempuan | Jumlah
1 | Nunukan 14 1 15
2 | Nunukan Selatan 10 2 12
3 | Sebatik 9 3 12
4 | Sebatik Barat 7 5 12
5 | Sebatik Utara 7 2 9
6 | Sebatik Timur 10 2 12
7 | Sebatik Tengah 9 3 12
8 | Sei Manggaris 8 4 12
9 | Sebuku 29 1 30
10 | Sembakung 27 3 30
11 | Sembakung Atulai 29 1 30
12 | Tulin Onsoi 31 5 36
13 | Lumbis 109 8 117
14 | Lumbis ogong 142 5 147
15 | Krayan 190 5 195
16 | Krayan Selatan 66 6 72
Jumlah 699 54 753

Sumber Data : KPU Kabupaten Nunukan tahun 2015
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3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan pilkada. Dengan
terbentuknya PPDP ini selanjutkan diberikan bimbingan teknis sebagai
bekal para petugas tersebut, saat bekerja melakukan pemutakhiran Data
pemilih di lapangan. Tugas yang diemban oleh PPDP ini adalah
memutakhirkan dan memvalidasi pemilih ditambah dengan daftar pemilih
tambahan di wilayah kerjanya masing-masing. Dafiar pemilih dimaksud
untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih yang telah diberikan oleh PPS.
jumlah anggota PPDP sebanyak 516 (lima ratus enam belas) berdasarkan

jenis kelamin terlampir pada Tabel 4.11 di bawah ini

Tabel 4.11.
Rekapitulasi Jumlah Anggota PPDP berdasarkan Jenis Kelamin
PPDP
NO Kecamatan TPS Laki-Laki Perempuan | Jumlizh
I | Nunukan 117 102 15 117
2 | Nunukan Selatan 38 28 10 38
3 | Sebatik 12 9 3 12
4 | Scbatik Barat 17 12 5 17
5 | Sebatik Utara 15 11 4 15
6 | Sebatik Timur 27 24 3 27
7 | Sebatik Tengah 18 16 2 18
8 | Sei Manggaris 28 25 3 28
9 | Sebuku 21 18 3 21
10 | Sembakung 20 18 2 20
11 | Sembakung Atulai 11 10 1 11
12 | Tulin Onsoi 18 17 1 18
13 | Lumbis 28 26 2 28
14 | Lumbis ogong 49 41 8 49
15 | Krayan 68 62 6 68
16 | Krayan Selatan 24 20 4 24
Jumlah 444 72 516
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4, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pembentukan KPPS telah dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan
Suara (PPS) termasuk penempatan lokasi TPSnya, dan KPPS untuk disetiap
TPS, terdiri dari 7 (tujuh) orang petugas salah satunya menjadi ketua dan
yang lainnya menjadi anggota serta ditambah 2 (dua) orang keamanan sipil
(hansip). Berdasarkan hal tersebut, dengan jumlah 516 (lima ratus enam
belas ) TPS secara kescluruhannya, maka petugas KPPS yang ada di
Kabupaten Nunukan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 secara keseluruhan
berjumlah 4644 (empat ribu enam ratus empat puluh empat) orang yang
tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan

Berdasarkan data tersebut di atas, petugas KPPS laki-laki seluruhnya
berjumlah 3.818 (tiga ribu delapan ratus delapan belas) orang dan
perempuannya sebanyak 691 (empat ratus Sembilan puluh satu) orang
sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.12
Rekapitulasi Jumlah Anggota KPPS berdasarkan Jenis Kelamin

KPPS/PAMSUNG
NO Kecamatan TPS Laki-Laki Perempuan | Jumlah
1 | Nunukan 117 838 215 1053
2 ) Nunukan Selatan 38 168 84 252
3 { Sebatik 12 75 33 108
4 | Sebatik Barat 17 118 35 153
5 | Sebatik Utara 15 111 24 135
6 | Sebatik Timur 27 220 23 243
7 | Sebatik Tengah 18 140 22 162
8 | Sei Manggaris 28 219 33 252
9 | Sebuku 21 170 19 189
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1¢ | Sembakung 20 153 27 180
I1 | Sembakung Atulai 11 82 17 99
12 | Tulin Onsoi 18 147 15 162
13 { Lumbis 28 231 21 252
14 | Lumbis ogong 49 403 38 441
15 | Krayan 68 551 61 612
16" | Krayan Selatan 24 192 24 216
Jumlah 3818 691 4509

Sumber Data : KPU Kabupaten Nunukan tahun 2015

3. Visi dan Misi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Nunukan merumuskan visinya sebagai berikut ™
“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum
yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntable, demi
terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia™. Visi merupakan
gambaran yang akan diwujudkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam
menyelenggarakan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang berkualitas demi terciptanya demokrasi Indonesia yang lebih

baik.

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Komisi Pemilitan Umum
sebagaimana tercantum dalam rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum,
maka untuk mencapai visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ditetapkan

misi Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 yaitu :



43449.pdf
93

a. Membangun lembaga penyeienggara Pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi , kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum.

b.  Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil, akuntabel,edukatif dan beradab.

c.  Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih ,
efisien dan efektif.

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara
adil dan sefara, serta menegekkan peraturan pemilihan umum secara
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008
tentang tata cara kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nunukan memiliki tugas
melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Komisi pemilihan Umum Kabupaten

Nunukan menyelenggarakan fungsi:
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. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;

Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;

. Mengelola, menyusun data pemitih;

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan
lembaga pemerintah lain yang terkait;

Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga
non pemerintaty;

Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
Mengumpulkan dan mengoiah bahan kebutuhan Pemilu;

Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaran
Pemilu;

Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota
KPU Kab/Kota;

Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu

Anggota KPU;

B. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam,

observasi dan dokumentasi, serta dengan dukungan teori yang digunakan maka hasil

penelitian sebgai mana akan dipaparkan dibawah ini :
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| 1. Hubungan Organisasi berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn
a. standar dan sasaran kebijakan

Sebagai Salah satu tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, Penyusunan Daftar Pemilih merupakan
proses awal yang sangat menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan
pemilu. Adapun maksud dan tujuan penyusunan dafiar pemilih adalah
memastikan hak pilih seluruh warga masyarakat dapat terakomodir dengan
baik karena menurut aturan Perundang-Undangan, yang berhak
menggunakan hak pilih adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih.
Dalam proses ini diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan
yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau lebih, atau sudal/ pernah kawin dapat terdaftar dalam daftar pemilih.

Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa data pemilih selalu
menjadi persoalan disetiap penyelenggaraan Pemilu. Hal ini disebabkan
karena beberapa faktor antara lain : Data Base Kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah kepada KPU sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
belum valid dalam hal pemutakhiran data pemilih, berdasarkan Peraturan
KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya melalui media center
diumumkan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan masyarakat diminta

secara aktif untuk melaporkan diri jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
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Hal ini sesuai dengan wawancara tanggal 12 September 2017, dengan
informan pertama selaku Ketua KPU Kabupaten Nunukan sebagaimana
tertera dibawah ini :

“..peran Media center Pemilukada Kabupaten Nunukan adalah
sebagai tempat bagi KPU Kabupaten untuk menyampaikan informasi
berkaitan dengan pemilukada di wilayah daerah kita, hal ini dilakukan
agar seluruh tahapan pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar.
jika Tim Monitoring KPU Kabupaten Nunukan melakukan kunjungan
ke kecamatan dan mengadakan pertemuan, selalu disempatkan untuk
menyampaikan kepada warga tentang hal-hal seperti pentingnya
terdaftar sebagai pemilih, dan perlu peran aktif warga untuk mengecek
namanya agar masuk menjadi pemilih....”.

Disisi lain masyarakat sebagai pemilih kurang memiliki kepedulian
untuk melibat daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh PPS di setiap
Kantor Desa/Kelurahan dan tempat-tempat stratlegis, begitu pula setelah
kelnamya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum yang mengatur pembentukan Petugas Pemutahiran Data
Pemilih (PPDP) yang tugasnya membantu PPS dalam memutahirkan data
pemilih dimana dalam menjalankan tugasnya untuk memutahirkan data
pemilih scbagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati., antara lain hanya melakukan sosialisasi
dafiar pemilih sementara kepada ketua RT/RW, pemilih pemula,organisasi
pemuda dan LSM, hal ini dianggap belum cukup untuk menghasilkan Data

Pemilih yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan,
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Permasalahan sosialisasi yang kurang menyentuh masyarakat, untuk
tingkat KPU Kabupaten Nunukan, hal ini menjadi atensi penyelenggaraan
pemilukada yang akan datang, dalam melakukan sosialisasi tentang
pemutakhiran data dan daftar pemilih sehingga kesalahan-kesalahan tersebut
dapat diminimalisir. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,
dalam wilayah kerja PPS Nunukan Barat, selaku informan kedelapan.
Menyampaikan pemyataan, pada saat dilakukan wawancara mendalam,
tanggal 28 Agustus 2017, seperti di bawah ini.

“.apabila tahapan pemutakhiran data pemilih tidak disosilisasikan
akan menjadi masalah pada saat dilakukan pendistribusian surat
panggilan untuk memberikan hak suaranya di TPS. Masyarakat
maupun tim sukses pasangan calon yang merasa sebagai pendukung
salah satu pasangan calon kepala daerah tidak menerima surat
panggilan, maka warga tidak bisa memberikan hak suaranya,
walaupun sudah dijelaskan bahwa jika sesorang yang memenuhi syarat
menjadi pemilih dan tidak masuk di DPT, maka dapat melakukan
pencoblosan dengan membawa kartu kelurga dan KTP yang masih
berlaku...”.

KPU Kabupaten Nunukan dalam melakukan sosialisai yang
berhubungan dengan daftar pemilih, frekuensinya harus lebih banyak. Hal
ini dimaksudkan agar warga lebih mengerti apa hak maupun kewajibannya
dalam Pilkada Kabupaten Nunukan. Banyak warga pada saat dilakukan
pendataan data pemilih tidak aktif, sehingga pada saat pendistribusian kartu
pemilih atau kartu undangan untuk memilih ada warga tidak mendapatkan

kartu tersebut. Selanjutnya pada saat sosialisasi maka KPUD harus
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menjelaskan dengan baik berkaitan pemilih yang punya hak pilih tidak
mendapatkan kartu pemilih maupun kartu undangan untuk memilih, tetapi
dapat memberikan hak pilihnya di TPS, dengan membawa KTP dan kartu
keluarga yang masih berlaku. Selanjutnya ditunjukkan kepada petugas TPS,
maka pemilih tersebut dapat memilih sesuai dengan aturan yang berlaku.
Anggota KPU Kabupaten Nunukan yang membidangi Divisi program
dan Pemutakhiran data Pemilih, selaku informan kedua, pada saat
wawancara mendalam tanggal 21 Agustus 2017, menyatakan bahwa :

“..efektifitas sosialisasi kepada Organisasi masyarakat, organisasi
pemuda, toko Agama, tokoh Adat, yang ada di kecamatan agar dapat
memberikan pemahaman dan informasi kepada warga yang ada di
daerahnya labih aktif untuk melaporkan diri kepada PPDP atau RT,
RW. Hal ini dilakukan agar warga terdaftar menjadi pemilih. Demikian
juga sosialisasi melalui peran media massa melalui pemberitaan media,
baik media cetak maupun elektronik, serta penyebaran himbauan-
himbauan dengan menggunakan spanduk, pamplet, stiker...”.

berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Nunukan melakukan
langkah-langkah dan terobosan yaitu dalam hal pembentukan PPDP maka
diproritaskan direkrut dari pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan
Pemuda di setiap TPS yang mengenal betul wilayah tugasnya dengan
harapan bisa mendaftar seluruh warga masyarakat yang sudah memenuhi
syarat berdasarkan Undang Undang untuk didaftar sebagai pemilih, PPDP
melakukan coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara
mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindak lanjuti usulan

rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau sebutan lain kemudian
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mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdafiar dalam
data pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK. PPDP memberikan
tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model
AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir
Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih, memasang spanduk dan baliho
serta melakukan pengumuman-pengumuman lewat radio-radio swasta,
rumah ibadah dan publikasi melalui mobil unit BKKBN.

Disamping itu, untuk mengantisipasi terdapatnya pemilih-pemilih
ganda dalam daftar pemilih yang mana persoalan ini sering muncul pada
setiap pemilu, KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data pemilih,
DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistern Informasi Data Pemilih
dengan regulasi tersebut maka KPU Kabupaten Nunukan melakukan
penyisiran pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan
melakukan sharing data ke PPK sehingga Data Pemilih yang dihasilkan
betul-betul akurat.

Kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan data yang didapatkan
maka standar dan sasaran KPU dalam validasi daftar pemilih yang benar-
benar akurat dan sesuai jadwal yang ditentukan dalam peraturan KPU maka
dengan persiapan dan sumberdaya yang dimiliki, KPU menetapkan standar

dan sasaran dalam implementasi validasi data yang akurat dan tepat waktu.



43449 pdf
100

| b. Sumber daya
Sulitnya mendapatkan personil penyelenggara PPK, PPS, KPPS, dan
PPDP, yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dalam validasi
dan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Kabupaten Nunukan Tahun
2015. Kesulitan ini dikarenakan SDM yang tersedia untuk daerah pedalaman
dan pesisir yang jauh dari pusat Kota Kabupaten Nunukan sangat terbatas.
Keterbatasan tersebut karena tidak memenuhi aturan yang mengsyaratkan
bahwa untuk menjadi penyelenggara pilkada, yaitu minimal berusia 25
tahun, berpendidikan minimal setingkat SLTA dan berdomisili dalam
wilayah kerja PPK, PPS, KPPS. Kesulitan dan keterbatasan tersebut tetap
mengkedepankan kearifan lokal, dengan pertimbangan bahwa warga lokal
lebih mengetahui kondisi daerahnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan
oleh Ketua KPU Kabupaten Nunukan, selaku inforrnan perfama saat
dilakukan wawancara mendalam, tanggal 12 September 2017, sebagai
berikut ini.
“.Ini yang menjadi persoalan karena memang kita akui pantarlih
Sumber Daya Manuasianya masih banyak yang belum memenuhi
kriteria itu terutama sckali, Didaerah perbatasan dikecamatan-
kecamatan yang letak geografisnya jauh jadi kadang memang agak
susah untuk menghimbau mereka atau menilai pekerjaan mereka
karena apa factor SDM itu sendiri tapi yang kita tekankan pada saat
perekrutan adalah mereka yang pernah menjadi RT atau orang
mengenal orang diwilayah tersebut....”.

Keterbatasan sumber daya manusia itu disebabkan oleh ada beberapa

warga yang berpendidikan dan memenuhi syarat untuk itu, tetapi sudah
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menjadi tim sukses pasangan calon, ada yang menjadi pengurus politik, dan
ada yang menjadi karyawan pada perusahaan perkebunan sawit maupun
perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Sementara untuk PNS,
terutama para guru, penyuluh pertanian, dan penyuluh KB membutuhkan ijin
dari atasan langsung untuk menjadi penyelenggara, hal ini dimaksdukan
untuk menjamin sikap netral PNS terhadap pasangan calon pemilukada.
Keterbatasan SDM tersebut, secara umum tidak memenuhi syarat untuk
menjadi penyelenggara pilkada. Permasalahan tersebut dapat disiasati,
sebagai yang disampaikan oleh Kasubag Hukum KPU Kabupaten Nunukan,
selaku informan kelima Saat dilakukan wawancara mendalam, tanggal 31
Agustus 2017, sebagai berikut ini.
“.penyelenggara pemilukada tingkat bawab yang memenuhi
pesrsyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah
cukup sukar untuk memenuhinya. Untuk hal ini dapat ditempuh
dengan cara melibatkan para guru, penyuluh, perangkat desa, rt,
rw,rukun kampung atau sebutan lain yang ada diwilayah tersebut
sehingga persoalan ini dapat teratasi dan pelaksanaan pemutakhiran
data dan dahtar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nunukan berjalan dengan lancar...”.
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan,
bahwa untuk menyikapi keterbatasan SDM berkaitan dengan batas minimal

pendidikan, maka KPU Kabupaten Nunukan dapat menempuh beberapa

cara, yaitu :
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1). memberdayakan PNS, guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan
KB yang ada di pedalaman dan pesisir, dengan memperhatikan aturan
yang berlaku, sehingga PNS dapat bersikap netral dalam pilkada.

2). membuat surat keterangan atau pernyataan dari calon anggota
penyelenggara tersebut, yang diketahui oleh kepala desa setempat, yang
menerangkan bahwa di daerah tersebut sulit mencari orang untuk
menjadi penyelenggara yang memenuhi syarat dimaksud.

3). berdasarkan surat keterangan dari kepala desa tersebut, maka KPU
Kabupaten Nunukan melakukan rapat pleno membahas masalah
tersebut, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara rapat pleno
KPUD untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan berdasarkan data dan wawancara mendalam tentang
sumberdaya manusia, bahwa SDM yang tersedia di Kabupaten Nunukan
sesuai perturan sangat sulit didapatkan sehingga KPU dengan hasil rapat
bersama dengan pihak yang berkepentingan dan berwenang memutuskan
untuk menggunakan SDM diwilayah pemilihan untuk memudahkan dalam
mengakses pemilih, SDM tersebut juga diberikan bimbingan dan pelatihan
agar standar kemampuan SDM yang dibutuhkan undang-undang dapat

terpenuhi.
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c. Pembiayaan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

Anggaran atau biaya pelaksanaan Pemilu telah dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan. Namun pada saat
pelaksanaan persipan pemutkahiran data pemilih keterlambatan pencairan
anggaran akan menjadi hambatan yang sangat signifikan karena terkait
aturan jangka waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tahapan
pemutkahiran daata pemilih.

Dalam mengatasi permasalahan keterlambatan alokasi anggaran
tersebut, peran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan sebagai
bagian yang berkepentingan dalam suksesnya Pemilu dan semua tahapan
Persiapan yang menjadi syarat suksesnya Pemilu harus mencari solusi
bersama demi mendukung KPU Kabupaten Nunukan agar perencanaan -
yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik serta dalam jangka
waktu yang sesaui target perencanaan,

Terlambatnya pencairan alokasi anggaran tersebut di bicarakan dan
mendapatkan solusi bersama, bahwa harus ada dana talangan untuk
melaksanakan kegitan tabapan pemilu tersebut sesuai jadwal yang telah
disusun berdasarkan aturan yang terikat pada Peraturan KPU maupun
Perundang-undangan.

Memperhatikan serta mengevaluasi kejadian tersebut, agar tidak
terulang pada Pcnyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun

2021, maka biaya atau anggaran tentang Tahapan, Program dan Kegiatan
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Pemutakhiran Data Pemilih harus tersedia sebelum memasuki tahapan
pemilukada. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan pendapat
Anggota KPU Kabupaten Nunukan yang membidangi Divisi Perencanaan,
Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilukada, selaku informan kedua,
pada saat dilakukan wawancara mendalam, tanggal 22 Agustus 2017,
sebagai berikut ini.
“..pencairan dana yang tepat wakiu sangat penting dalam
pelaksanaan tugas mereka dilapangan khususnya dalam hal
peningkatan kinerja yang berhubungan biaya pelaksanaan pilkada
mendatang, sehingga seluruh program, jadwal dan tahapan
pemilihan kepala daerah dapat berjalan sesuai tahapannya tampa
harus terhambat karena pembiayaan atau pendanaan. Untuk itu kami
sangat mengharapkan agar pemerintah daerah mencairkan dana
sesuai dengan tahapannya...”.

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh informan pertama
selaku Ketua KPU Kabupaten Nunukan, saat wawancara mendalam yang
dilakukan pada tanggal 12 September 2017, sebagai berikut ini.

“.saya sangat yakin Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
sangat mendukung setiap kegiatan KPU Kabupaten Nunukan dalam
mensukseskan pilkada Kabupaten Nunukan. Penyerahan secara
penuh terhadap anggaran pilkada dan pengelolaannya merupakan
langkah maju dan nyata dalam mengatasi hambatan terutama
berkaitan dengan pembiayaan tahapan pilkada....”.

Memperhatikan penjelasan tersebut untuk mengatasi keterlambatan
pembayaran honorarium, biaya kelompok kerja, dan uang lembur maupun

standarisasi biaya operasional lainnya kepada PPK, PPS, PPDP, dan KPPS,

bagi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun 2015. Hal ini



43449.pdf
105

dapat ditempuh dengan cara yaitu pemerintah daerah, DPRD dan KPU
Kabupaten Nunukan duduk bersama dan membahas bagaimana mekanisme
pemberian hibah seluruh biaya pelaksanaan pilkada kepada KPU Kabupaten
Nunukan. Selanjutnya KPU Kabupaten Nunukan melakukan laporan
terhadap perkembangan penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah
dan kepada DPRD, schingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan
lancar tampa hambatan dari faktor pembiayaan.

Kesimpulan dari pembiayaan pemutakhiran data berdasarkan penelitian
lapangan dan wawancara mendalam diketahui bahwa terjadi kendala alokasi
dana karena belum cairnya dana yang telah dianggarkan. Namun dengan
rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dan
Pemerintah Kabupaten Nunukan ditetapkanlah keputuéan untuk sementara
menunggu pencairan maka Pemerintah bersedia memberikan talangan biaya
untuk menyukseskan persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2015.

. Aksebilitas dan Luas Wilayah Pemutakhiran data Pemilih

Ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang potensi wilayah khususnya
untuk menunjang aktivitas keseharian penduduk, jika éksesibilitas bagus dan
memadai, maka akan menjadi faktor pendorong bagi penduduk untuk
berperan aktif dalam pemutakhiran data pemilih, begitupun sebaliknya jika
aksesibilitas kurang bagus, maka menjadi penghambat dalam pemutakhiran

data pemilih. Luas wilayah merupakan salah satu hambatan dalam
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pelaksanaan seluruh tahapan pilkada karena dengan luasnya wilayah secara
otomatis mempengaruhi terhadap efektifitas pelaksanaan tahapan terutama
pemutakhiran data pemilih.

Berdasarkan kondisi aktual pembangunan di Kabupaten Nunukan,
aksesbilitas yang menjadi isu strategis, dan perlu mendapat perhatian lebih
dalam pembangunan yaitu : pembangunan infrastruktur yang belum optimal.
Selanjutnya permasalah pembangunan di Kabupaten Nunukan, juga
berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, adalah
keterbatasan energi listrik pada sebagian besar kecamatan, hal ini merupakan
pondasi yang kokoh untuk tahap pembangunan selanjutnya. Permasalahan
pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat diatasi dengan beberapa
tahapan, sebagaimana disampaikan informan kedua selaku Anggota KPU
Kabupaten Nunukan yang membidangi SDM dan Teknis Penyelenggara,
saat wawancara pada tanggal 02 September 2017, sebagai berikut ini.

“...Pemecahan permasalahan yang ada di kabupaten ini, secara umum
dapat dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu : Pertama, peningkatan
kualitas SDM merupakan elemen utama penentu keberhasilan
pembangunan, karena SDM merupan obyek dan sekaligus sebagai
subyek pembangunan. Kedua, Peningkatan pembangunan
infratstruktur untuk melengkapi aksesibilitas wilayah, sebagai upaya
untuk mendudukung kegiatan ekonomi masyarakat. Ketiga,
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan memamfaatkan
sumberdaya lokal secara optimal, sehingga SDA dapat dikelola secara
efisien dan lestari...”.

Cakupan luas wilayah serta kemampuan pendanaan yang terbatas, hal ini

memp&kaﬂ kendala utama dalam wupaya percepatan penyelesaian
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pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang
menghubungkan antar kecamatan, serta kecamatan dengan ibukota
kabupaten. Pembangunan dan dukungan infrastruktur belum optimal karena
hal tersebut di atas, yang berdampak pada tidak optimalnya kegiatan dan
aktivitas masyarakat. Perlu diketahui, dengan dukungan infrastruktur yang
baik merupakan prasyarat untuk melakukan kegiatan pembagunan secara
efektif dan efisien, termaksud kegiatan politik bersifat lokal dalam hal ini
pilkada.

Infrastruktur yang baik akan memperlancar arus distribusi logistik
pilkada, serta memperlancar pelaksanaan tahapan pilkada, sehingga
pelanggaran pilkada dapat diminimalisir dan dihindari. Proses pemutakhiran
data pemilih tampa didukung dengan aksesibilitas daerah yang baik, akan
mengganggu kegiatan tersebut. Melihat luas wilayah dan kondisi topografi
serta terbatasnya jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Nunukan,
sehingga hal ini menjadi permasalahan, yang membuat tidak efektif
pelaksanaan PDP. Memperhatikan permasalahan tersebut, dapat disiasati
sebagai yang disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Nunukan,
informan kedva yang membidangi Divisi Perencanaan, Keuangan, dan
Logistik Pemilu dan Pemilukada. Saat dilakukan wawancara mendalam,
tanggal 29 Agustus 2017, sebagai berikut ini.

«..Untuk mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah dalam

mglakukan pemutakhiran data pemilih, adalah dapat dilakukan dengan

cara mengadakan perangkat elektronik HT (hand talky) atau radio
SSB setiap desa yang ada di Kabupaten Nunukan, sehingga
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memudahkan bagi penyelenggara di bawah dalam melaporkan dengan

cepat permasalahan PDP di lapangan. Hal ini kami sadari untuk

mewujudkan program tersebut akan membutuhkan biaya yang cukup
besar...”.

Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Nunukan, selaku informan
keempat menyampaikan pernyataan, pada saat dilakukan wawancara
mendalam, tanggal 21 Agustus 2017, yaitu :

“..menurut pendapat saya, untuk mengatasi hambatan aksesibilitas

dan luas wilayah dalam melakukan pemutakhiran data pemilih,

terutama jika ada kendala yang dialami oleh petugas di tingkat bawah.

Hal ini perlu penanganan segera jika tidak dapat melalui jaringan

komunikasi, maka dapat ditempuh dengan cara mencarter pesawat,

speedboad untuk wilayah yang tidak ada jalur daratnya. Selanjutnya
mencarter mobil doubel gardan, motor Trail untuk wilayah yang
hanya ada jalur darat atau jalan raya...”.

Kesimpulan mengenai aksebilitas dan luas wilayah maka dengan
penelusuran data dan wawancara mendalam diketahui bahwa untuk
mengsiasati hambatan dalam hal aksebilitas dan [uas wilayah dalam proses
PDP untuk pemilukada Kabupaten Nunukan adalah dapat dilakukan dengan
cara mencarter kendaraan speedboad untuk menuju ibukota kecamatan
dalam perbaikan PDP. Disamping itu dapat mencarter mobil doubel gardan
untuk penanganan daftar pemilih dengan cepat di ibukota kecamatan yang
hanya dapat dilalui jalan raya. Selanjutnya KPUD dapat mengadakan
perangkat komunikasi HT (hand talky) untuk setiap desa yang ada di
Kabupaten Nunukan, utamanya desa yang jauh dari pusat ibukota kabupaten,

schingga memudahkan bagi penyelenggara di bawah dalam melaporkan
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dengan cepat permasalahan PDP di lapangan. Hal ini akan membutuhkan
biaya yang cukup besar, tetapi teknis pengoperasianya diatur pada tingkat
KPU Kabupaten Nunukan sehingga permasalahan aksibilitas dan luas
wilayah kabupaten Nunukan tidak menjadi kendala permasalahan waktu
dalam setiap tahapan pemutakhiran dafiar pemilih.
2. Strategi Implementasi menurut terori M Grindel
a. Kekuasaaan, kepentingan, dan starategi aktor yang terlibat

Peran strategis KPU terhadap validasi registrasi penduduk adalah
kaitannya dengan validasi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
Setelah diproses serah terima DP4 dilakukan antara Pemerintah Daerah
dengan KPUD, maka selanjutnya KPUD akan melakukan validasi data
penduduk sebelum dilakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
Validasi ini sangat dibutuhkan agar data penduduk untuk menjadi pemilih
semakin akurat, schingga memudahkan beberapa pihak sebagai peserta
pemilukada baik tim sukses maupun pasangan calon dari partai dan pasangan
calon perseorangan untuk menentukan strategi pencalonan. Hal ini sesuai
dengan wawancara Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Nunukan, selaku informan ketiga
tanggal 29 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa :

«...validasi data pemilih dan regestrasi data kependudukan Kabupaten
Nunukan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data, adalah yang
sangat penting, karena hasil ini akan memudahkan bagi masyarakat
yang mempunyai domosili yang berbeda, sehingga dapat menghindari
adanya kegandaan identitas mereka, ...
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Dalam validasi data semua pihak yang membantu KPU Kabupaten
Nunukan dalam pelaksanaan Pemutkahiran data dan daftar pemilih memiliki
kekuatan yang dilindungi undang-undang sehingga dalam proses
pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan pihak lain yang
berkepentingan separti panitia pegas pemilu, (panwaslu), pasangan calon,
tim paslon, maupun parfai pengusung dapat berfungsi mengawasi KPU
Kabupaten dan seluruh kepanitiaan yang terkait sesuai dengan aturan yang
berlaku.

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh informan ketujuh,
selaku Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Nunukan, pada saat
diwawancara tanggal 30 Agustus 2017, menyatakan :

“..KPU Kabupaten Nunukan dalam malakukan pemutakhiran
data dan daftar pemilih selalu berpedoman pada aturan yang ada,
sehingga apapun hasil dari pemutakhiran data tersebut parpol
pengusung hanya dapat memberikan masukan kepada KPUD
berkaitan dengan beberapa pendukung atau relawan kami yang
datanya belum sesuai dengan kenyataan yang ada seperti nama
lengkap, tempat/ tanggal lahir (umur), jenis kelamin, status
perkawinan, alamat tempat tinggal. Tapi kami tidak bisa merubah
data tersebut, sementara KPUD dapat merubahnya dengan
dukungan data yang diberikan....”.

Untuk mengetahui peran strategis KPUD dalam validasi registrasi
penduduk dan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilukada Kabupaten
Nunukan, adalah kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih. Setelah
proses serah terima DP4 dilakukan antara pemerintah daerah dengan KPUD,

maka selanjutnya KPUD akan melakukan validasi data penduduk sebelum
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menjadi data pemilih. Validasi data penduduk untuk menjadi data pemilih
adalah menyangkut seluruh nama-nama penduduk atau WNI yang telah
memenuhi syarat usia pemilih.

Sedangkan Pemilih adalah WNI tersebut harus berusia sampai
dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilu kepala daerah dan wakil
kepala daerah, adalah telah berusia 17 tahun atau lebih dan sudah menikah
atau pernah kawin, yang selanjutnya dipilah-pilah dan dimasukan ke dalam
Daftar Agregat Kependudukan (DAK).

Hasil validasi registrasi penduduk untuk pelaksanaan pemilukada di
daerah, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nunukan dengan melibatkan
penyelenggara tingkat bawah, yaitu PPS dibantu PPDP, RT, RW. Disamping
itu, dalam melakukan validasi registrasi penduduk, maka KPU Kabupaten
Nunukan dibantu oleh PPS, PPDP, RT, RW melakukan pencatatan terhadap
data diri warga.

Senada dengan teori yang disampaikan oleh Morrisey, bahwa strategi
merupakan proses dalam menentukan arah yang harus dituju oleh suatu
perusahaan supaya dapat tercapai segala misi. Maka dari hasil penelitian ini
diperoleh kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Nunukan menerapkan startegi
dengan melibatkan semua aktor dan atau pihak berkepentingan, serta
melakukan sosialisasi tentang peran penting KPU dalam validasi data
pemilih, sehingga sikap proaktif pihak berkepentingan dan kepercayaan

semua pihak akan hasil pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan KPU.
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b. Kepatuhan dan daya tanggap

Setiap lapisan masyarakat maupun lembaga dan panitia penyelenggara
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki kepentingan datam
pemutkhiran daftar pemilih memiliki kepatuhan yang baik, namun daya
tanggap yang memiliki tingkat gradasi. karena latar belakang pefbedaan
budaya dan pendidikan.

Berkaitan dengan hal ini, Anggota KPU Kabupaten Nunukan yang
membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM,
selaku informan kedua, pada saat wawancara mendalam tanggal 02
September 2017, menyatakan bahwa :

« ..sosialisai seluruh tahapan pemilukada di setiap lapisan masyarakat,
seperti pemilih pemula pada tingkat SMU/SMK/Mahasiswa/organisasi
pemuda dan LSM, adalah hal yang harus dilakukan karena dengan sosialisasi
KPUD berharap masyarakat tahu tahapan-tahapan tersebut, baik yang
berkaitan tahapan pilkada lainnya maupun tahapan dalam melakukan
validasi dan pemutakhiran data pemilih. Selama ini sosialisasi tahapan,
program dan kegiatan pilkada hanya sampai pada tingkat kecamatan saja.
Mungkin penyelenggaraan pilkada yang akan datang pola sosialisasi ini
dapat dirubah, yang semula hanya sampai tingkat kecamatan dirubah
polanya yaitu sosialisasi dilakukan pada tingkat desa atau kelurahan...”.

Daya tanggap yang berbeda ini ditanggulangi dengan aktifnya
sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nunukan dan penyampaian
serta pejelasan langsung oleh panitia pemutkahiran yang telah ditunjuk guna
melancarkan proses pelaksanaan pemutkahiran daftar pemilih.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari data di lapangan,

menunjukkan bahwa permasalah kepatuhan dan daya tanggap terdapat di
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daya tanggap, schingga terlihat kurang patuh terhadap himbauan atau
pengumuman dalam setiap tahap pemutkahiran daftar pemilih yang
dikeluarkan KPU. Namun dengan sosialisasi dan pendampingan langsung
kepada pemilih yang dilakukan panitia dilapanagan, sehingga permasalahan
ini dapat ditangguiangi.
. Karakteristik lembaga dan penguasa

Berdasarkan personil yang diberdayakan, maka dengan perbedaan
lingkungan, budaya dan pendidikan karakteristik panitia pelaksana dalam
pemutkhiran daftar pemilih tentu memiliki keragaman, Namun seperti yang
dijelaskan dalam tahapan pemutkhiran daftar pemilih karakteristik yang
berbeda tersebut sesuai dengan daerah atau wilayah kerjanya masing-masing
sehingga tidak menjadi hambatan tambahan dalam proses pelaksanaan
pemutakhiran daftar pemilih.

Permasalahan tersebut dapat disiasati, sebagai yang disampaikan oleh
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU
Kabupaten Nunukan, selaku informan ketiga, Saat dilakukan wawancara
mendalam, tanggal 29 Agustus 2017, sebagai berikut ini.

“_..Sulitnya mencari penyelenggara pemilihan kepala daerah yang

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengsiasati ini adalah bagi calon penyelenggara membuat surat

pernyataan yang berisi bahwa sulit memenuhi syarat tersebut karena

didaerah tersebut keterbatasan SDM....”.
Adapun Karakteristik lembaga seperti partai politik maupun Lembaga

swadaya masyarakat yang berkepentingan memiliki karakteristik yang
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hampir sama dalam kelembagaan yaitu selalu proaktif dalam menaggapi hal-
hal yang dianggap berbeda dari yang seharusnya atau menurut peraturan
yang berlaku. Hal tersebut tentu menjadi faktor positif KPU kabupaten
Nunukan dalam melaksanakan proses pemilukada dalam hal ini
pemutkahiran daftar pemilih, karena peran aktif kelembagaan guna
mendukung lancar dan suksesnya pemutkahiran daftar pemilih.

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh informan keenam,
selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Nunukan, pada saat diwawancara
tanggal 26 Agustus 2017, menyatakan

Selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Nunukan, dan sebagai mitra kerja
KPUD dalam penyelenggaraan pilkada di daerah, maka selalu
berkoordinasi tentang tahapan pilkada, utamanya berhubungan
dengan pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan hal tersebut,
panwaslu melihat bahwa hambatan secara umum adalah tentang
keterbatasan SDM dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada
ditingkat desa, namun keterbatasan ini dapat disiasati dengan
memperbanyak diklat dan sosialisasi yang berhubungan dengan
tugas dan tanggung jawab penyelenggara ,,,

Karakteristik masyarakat maupun lembaga yang terkait dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan yang proaktif
maka kesimpulan datam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU
mampu  melaksanakan pemutkahiran daftar pemilih karena adanya
dukungan yang positif dari semua pihak yang berkepentingan termasuk

pemerintah Kabupaten Nunukan.
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C. PEMBAHASAN

1. Hubungan organisasi berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn dalam

implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran data
dan daftar pemilih Nunukan

Berdasarkan Rumusan masalah dan Tujuan Penelitian serta hasil
penelitian mengenai implementasi pertauran KPU Nomor .04 Tahun 2015
tentang pemutakhiran data dan dafiar pemilih dalam pemitihan Bupati dan Wakit
Bupati Kabupaten Nunukan kita dapat melihat babwa Komisi Pemilihan Umum
Daerah kabupaten Nunukan berhasil melakukan pemutkahiran data hal ini
terukur berdasarkan waktu yang digunakan dalam proses setiap tahapan
pemutakhiran data sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini juga terkait dengan hubungan organisasi dalam
implementasi yang merupakan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nunukan dalam implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilanya
dengan ukuran Fdan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur
dan kemampuan yang diberikan kepada sumber daya yang melaksanakan tugas
masing-masing dalam pernutakhiran data Pemilih.

Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn tentang implementasi
kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu
atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
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kebijakan. Dengan setandar penilaian keberhasilan implementasi kebijakan
menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :
1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3) Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan pembahsan diatas dapat disimpulkan bahwa Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nummkan telah mengimplementasikan
dengan Optimal dan akurat peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang
pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nunukan.
. Strategi implementasi menurut teori Merille S. Grindle dalam pelaksanaan
implementasi peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data
dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten
Nunukan.

Strategi yang digunakan dalam implementasi Peraturan KPU Nomor
04 Tahun 2015 adalah kondisi geografis dan latar belakang penduduk mayoritas
Kabupaten Nunukan sehingga dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih
diperlukan strategi Organisasi yang bersifat mengusahakan untuk
mengoptimalisasi kinerja Sumber Daya agar implementasi kebijakan berhasil
guna sesuai dengan yang diharapkan dan selesai pada batas waktu yang berikan.

Berdasarkan teori Merille S. Grindle tentang Strategi organisasi serta

hasil penelitian yang terhadap pelaksanaan implemantasi peraturan KPU Nomor



43449 pdf
117

04 Tahun 2015 oleh KPU Daerah Kabupaten Nunukan telah metakukan staregi
tersebut melalui tahap pembentukan PPDP maka diproritaskan direkrut dari
pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Pemuda di setiap TPS yang mengenat
betul wilayah tugasnya sehingga pelaksanaan pendataan dan validasi daftar
pemilih dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Serta untuk mendukung pelaksanaan tersebut KPU
Kabupaten Nunukan menindak lanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun
Warga (RW) atau sebutan lain kemudian mencatat pemilih yang telah memenuhi
syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan formulir Model
AA-KWK. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan
menggunakan formulir Model AA.FFKWK danr menempelkan- stiker- Coklit
dengan menggﬁnakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih,
memasang spanduk dan baliho serta melakukan pengumuman-pengumuman
lewat radio-radio swasta, rumah ibadah dan publikasi melalui mobil unit
BKKBN. Disamping itu, untuk mengantisipasi terdapatnya pemilih-pemilih
ganda dalam daftar pemilih yang mana persoalan ini sering muncul pada setiap
pemilu, Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 31 ayat 1
bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun
data pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data
Pemilih dengan regulasi tersbut maka KPU Kabupaten Nunukan melakukan

penyisiran pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan
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melakukan sharing data ke PPK schingga Data Pemilih yang dihasilkan betul-
betul akurat.

Dalamr Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU di tingkat
Kabupaten diJaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam rapat pleno
terbuka di tingkat KPU Kabupaten Nunukan melibatkan dan mengundang
Masing-Masing LO Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Muspida
Kab.Numkan, Disduk Capil Kab. Numukan, LSM dan Tokoh Masyarakat.
sebelum penetapan Rekap Daftar Pemilih Terdaftar, KPU Kabupaten
menyampaikan draft DPT kepada para Tim Pasangan calon ini dilakukan untuk
diperiksa guna mendapat koreksi yang disertai dengan data autentik dan bukti
tertulis agar dapat dilakukan pembetulan pada saaat itu juga dengan alat bukti
yang lengkap, jika masih ada masyarakat atau pendukung masing-masing
pasangan calon belum terdaftar dan sudah memenuhi syarat untuk didaftar
berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Penjelasan dari hasil penelitian dan dihubungkan dengan
teori yang digunakan dalam mengukur strategi implementasi maka dapat
disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah
melaksanakan strategi implementasi dengan memperhatikan faktor-faktor
hambatan yang menjadi permasalahan dalam implementasi pertauran KPU
No.04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam

pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Nunukan, schinpga tidak terjadi
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lagi selisih data dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan

yang akan dilaksanakan berikutnya oleh KPU.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan maka dapat disimpulkan

bahwa :

1.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nunukan dalam menyusun daftar
pemililr tetap melalui penmtakhiram data sudah dapat dilaksanakarr namun

masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam mengoptimalkan hubungan

organisasi “serta mendapatkan hasil 'yang akurat dari implementasi peraturan

KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
dalam: pemilihan Bupati danr Wakil Bupati Kabupater Nunukan.

Strategi yang digunakan KPU Kabupaten Nunukan adalah dengan melibatkan semua
aktor atan pibak yang berkepentingan, sehingga sikap “proaktif pihak berkepentingan
dan kepercayaan semua pihak akan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan
Secara garis besar strategi yang di gunakan dalam meminimalisir hambatan
yang dialami dalam proses Implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun
2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih, adalah denpan sosialisasi
dan penyuluhan yang diperbanyak, yang selama ini dilakukan pada- tingkat
kecamatan, maka dirobali polanya bahwa sosialisasi dilakukan pada setiap

desa/kelurahan.
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4. KPU Kabupaten Nunukan berhasil dalam melakukan Strategi guna
menghindari faktor-faktor hambatan yang menjadi permasalahan dalam
implementasi peraturan KPU Nomor .04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran
data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nunukan. Hal ini terbukti dengan terlaksananya semua tahapan sesuai waktu

yang ditentukan.

B. SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saya menyarankan
kepada piihak terkait antara lain sebagia berikut:
1. KPU Kabupaten Nunukan
Strategi yang digunakan dalam Implementasi peraturan KPU Nomor 04
Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dapat dikatakan berhasil sehingga
untuk kedepannya perlu memperhatikan kinerja dan proses yang sebelumnya
dilakukan sehingga pada pemilu berikutnya dapat melakukan persiapan lebih
matang dan hasil yang lebih baik dengan memperbanyak sosialisasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
Pelaksanaan penandatangan perjanjian dan penyerahan anggaran hibah
dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kepada KPU Kabupaten Nuuukan,
diserahkan sepenuhnya untuk dikelola sebelum memasuki tahapan persiapan

Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun 2015. Hal ini
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dilakukan untuk memudahkan pembayaran tepat waktu terhadap uang
kelompok kerja, dan vang lembur maupun honorarium penyelenggara pada
tingkat KPU Nunukan, PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
3. Peneliti lanjutan

Untuk peneliti lanjutan yang ingin melanjutkan atau mengembangkan
penelitian ini diharapkan dapat menggunkan indikator-indikator atau penelitian
yang leboh khusus seperti penelitian tentang SDM pemutkahiran, sistem
pemutkahiran, maupun faktor lain yang belum dilakukan penelitian lebih

mendalam.
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LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA.
oleh

Zulkarnaen
NIM 500895905

Judul
IMPLEMENTASI PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN

Daftar pertanyaan:

1.

Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang
dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?

Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk
melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa dan
keturahan?

Aspek atau faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan
pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kelurahan dan desa ?

Upaya apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten Nunukan terhadap masyarakat
jika masth ada yang belum terdata dalam data pemilih tetap?

persyaratan apa saja seseorang/masyarakat dapat didaftar sebagai pemilih,
apak#h menurut Bapak/Ibu PPDP sudah melaksanakan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan memudahkan masyarakat dalam proses

pemutakhiran data dan daftar pemilih ?




10.

11.

12.
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Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan
dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam melaksanakan Implementasi Peraturan KPU
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang
Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan dafiar
Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam
melaksanakan pemutakhiran data?;

Apakah sudah ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya
Pemutakhiran Data dan daflar Pemilih ?

Bagaimana tata kerja Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH) dalam
Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?

Apakah dengan adanya SIDALIH sudah ciapat meminimalisir
sesorang/masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih ?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apakah benar hasil proses validasi data
kependudukan dari Disdukcapail berupa DP4 yang kemudian dimutakhirkan
oleh PPDP sebagai dasar untuk mencari dukungan kepada masyarakat untuk
maju melalui calon perseorangan ?

Menurut Bapak/Ibu apakah penyelenggara Pemilu KPU, PPK,PPS,PPDP dalam
menvalidasi data kependudukan dari Disdukcapail berupa DP4 yang kemudian
di lakukan pemutakhirkan data dan daftar pemilih sudah sesuai dengan aturan

yang berlaku?
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14.

15.

16.

17.

18.
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Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Media Center dan PPID dalam
memberikan informasi kepada masyarakat tentang penting terdaftar sebagai
pemilil melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)?

Bagaimana cara atau solusi diberikan oleh KPU dalam mengatasi hambatan
dalam proses pemutakhirkan data dan daftar pemitih?

upaya apa yang dilakukan apabila dalam peraturan KPU NO 4 tahun 2015 tidak
terakomidir kearifan local, sebagaimana kita ketahui kondisi geografis topograpi
kabupaten Nunukan sangat berat dimana sebahagian besar warganya hidup
tersebar didaerah pesisir atau pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan
maupun daerah pedalaman sebagai peladang upaya apa yang dilakukan agar
warga yang berprofesi sebagai nelayan dan peladang dapat teradaftar sebagai
pemilih?

Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengangkatan personil penyelenggara
PPK,PPS,KPPS dan PPPD yang memiliki SDM yang berkualita;,mengingat
keterbatasan SDM di daerah pedalaman dan pesisir, ditambah lagi adanya aturan
yang membatasi seseorang penyelenggara?

Apakah keterlambatan pencairan anggaran pilkada sangat berpengaruh terhadap
tahapan,program dan jadwal kegiatan khususnya pemutakhiran data dan daftar
pemilih ?

Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten
Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan

Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih ?
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21.
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Bagaimana proses evaluasi terhadap pelaksanaan Pemutakhiran data dan daftar
pemilih?

Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah jumlah staf pegawai negeri sipil sudah
mememadai ?

Upaya apa yang telah dilaksanakan dalam menyukseskan implementasi
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pemutakhiran data dan daftar

pemilih ?
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TRANSKRIP WAWANCARA

l. Nama : Hj. Dewi Sari Bakhtiar, $.S0s, M.Si
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Nunukan

| L. Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemutakhiran data dan daftar pemilih

yang dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?

Jawab :
Kalau menurut saya sudah tepat sasaran yang dilaksanakan oleh
pantarlih, bagaimanapun juga data yang Kita terima dari Disdukcapil
berupa data pemilih potensial pemilu (DP4) itu diberikan kepada
PPDP untuk dimutakhirkan kembatli apakah orang yang ada didalam
daftar tersebut masih ada atau sudah tidak berdomisili di daerah
tempat tinggalnya sesuai dengan alamatnya.

2. | Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai
untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa
dan kelurahan?

Jawab ;

Ini yang menjadi persoalan karena memang Kkita akui pantarlih
Sumber Daya Manuasianya masih banyak yang belum memenchi
kriteria itu terutama sekali, Didaerah perbatasan dikecamatan-
kecamatan yang letak geografisnya jauh jadi kadang memang agak
susah untuk menghimbau mereka atau menilai pekerjaan mereka
karena apa factor SDM itu sendiri tapi yang kita tekankan pada saat
perckrutan adalah mereka yang pernah menjadi RT atau orang
mengenal orang diwilayah tersebut.

3. Aspek atau faktor apa saja yeng menjadi kendala‘hambatan dalam
pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilib di tingkat kelurahan dan

desa ?
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Jawab ;
Factor yang pertama adalah tidak adanya sarana dan prasarana jadi
ketika mereka memutakhir mereka tidak ditunjang sarana komunikasi
dan tranportasi yang memadai, sehingga mereka tidak mengeksekusi
diatas meja
Upaya apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten Nunukan terhadap
masyarakat jika masih ada yang belum terdata dalam data pemilih tetap?
Jawab :
Ketika daftar pemilih tetap (DPT) sudah di tetapkan, namun masih
ada masyarakat atau warga yang masih belum terdata didalam
peraturan KPU mereka masih diberikan maka kesempatan untuk
didaftar pemilih tambahan .
persyaratan apa saja seseorang/masyarakat dapat didafiar sebagai pemilih,
apakah menurut Bapak/Ibu PPDP sudah melaksanakan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan memudahkan masyarakat dalam proses
pemutakhiran data dan daftar pemilih ?
Jawab :
Persyaratan tentunya usia 17 tahun, tidak sedang terganggu
ingatannya, walaupun belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah,
berdomisili diwilayah tersebut, proses pemutakhiran menjadi PR buat
KPU adalah bagaimana masyarakat mengetahui alur siklus
pemutakhiran data pemilih schingga warga masyarakat dengan pro
aktif mendaftarkan diri ke PPS
Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan
dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam meiaksanakan Implementasi Peraturan
KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?
Jawab :
Koordinasi kami dengan PPK,PPS melalui Rakor se Kabupaten
Nunukan bagaimana proses pendaftaran Pemilih menjadi daftar
pemilih sementara dan daftar pemilih tetap kemudian untuk PPS dan




PPDP kita harapkan sering koordinasi sehingga pelaksanaan
pemutakhiran data data pemilih dapat berjalan dengan lancer sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing.
Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang
Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar
Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam
melaksanakan pemutakhiran data?;
Jawab:
Tahun 2015 kita akui karena persoalan anggaran sehingga sosialisasi
tidak dapat berjalan dengan maksimal namun pada saat pemutakhiran
data pemilih dilaksanakan kpu melakukan pembagian brosur, famflet
dijalan-jalan mengenai tahapan pelaksanaan pemutakhiran data serta
menggunakan mobil keliling memberitahukan menginformasikan
kepada masyarakat penting terdaftar sebagai pemilih .
Apakah sudah ada pemberitahvan kepada masyarakat tentang pentingnya _
Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?
Jawab
Tya itu juga kita laksanakan dibantu dengan adik-adik mahasiswa
melalui relawan demokrasi dengan sector prioritas sosialisasi ke
pemilih pemula, pemilih marginal, pemilih keagamaan, pemilih
perempuan terkait pemutakhiran data pemilih.
Bagaimana tata kerja Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH)
dalam Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?
Jawab
SIDALIH merupakan suatu system aplikasi yang didaerah perbatasan
seperti Nunukan selalu menjadi permasalahan adalah jaringan yang
tidak menentu di daerah kita
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; 10. Apakah dengan adanya SIDALIH sudah dapat meminimalisir
sesorang/masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih ?
Jawab
Belum juga karena masih warga kita yang belum terdafiar karena kita
! daerah perbatasan permasalahan disini adalah ada namanya tetapi
1 tidak ada orangnya, ketika pantarlih mendata namanya ada oranngnya
i tidak ada di tempat karena mereka lagi berkebun atau lagi melaut
tetapi mereka tidak mencoret.

11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Media Center dan PPID dalam
memberikan informasi kepada masyarakat tentang penting terdaftar sebagai
pemilih melaiui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)?

Jawab :

“_..Media center Pemilukada Kabupaten Nunukan adalah sebagai
tempat bagi KPU daerah untuk menyampaikan informasi
berkaitan dengan pemilukada di kabupaten kita, hal ini dilakukan
, agar seluruh tahapan pilkada dapat berjalan dengan aman dan
! lancar. Selanjutnya jika Tim Monitoring KPU melakukan
kunjungan ke kecamatan dan mengadakan perfernuan, selalu
disempatkan untuk menyampaikan kepada warga tentang hal-hal
seperti pentingnya terdaftar sebagai pemilih, dan perlu peran aktif
warga untuk mengecek namanya agar masuk menjadi pemilih.

12.  Bagaimana cara atau solusi diberikan oleh KPU dalam mengatasi hambatan
dalam proses pemutakhirkan data dan daftar pemilih?
Jawab :
| Solusi yang dilaksanakan untuk pemutakhiran data pemilih ada
beberapa hal yang pertama. Sarana dan prasarana lengkap kedua.
: Jaringan harus baik dan yang ketiga. Sdm yang memadai barulah kita
bisa menghadapi hambatan tersebut.
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upaya apa yang dilakukan apabila dalam peraturan KPU NO 4 tahun 2015
tidak terakomidir kearifan local, sebagaimana kita ketahui kondisi géograﬁs
topogrépi— kabupaten Nunmukan sangat- berat dimana sebahagian besar
warganya hidup tersebar didaerah pesisir atau pantai- .dengan mata
pencaharian sebagai nelayan maupl_in ‘daerah pedalaman sebagai peladang
upaya apa yang dilakukan agar warga yang berprofesi sebagai nelayan dan
peladang dapat teradaftar sebagai pemilih?
Jawab
Pada saat pemutakhiran data pemilih biasanya jrang menjadi pantarlih
adalah RT atau RW yang mengetahui kegiatan warganya walaupu
mereka tidak ada ditenipat para petugas PPDP tidak langsung

mencoret.

'Ba'gaimana upaya yang dilakukan dalam pengangkatan personil

penyelenggara PPK,PPSKPPS dan PPPD yang memiliki SDM yang
berkualitas,meﬁgihgat keterbatasan SDM di daerah.pédalﬁnian dan pesisir,
ditambah lagi adanya aturan yang membatasi seseorang penyelenggara?
Jawab: ' - ‘

CIm juga sempat menjadi permasalahan pada tahun 2014 namun keluar
surat edaran dari KPU RI yang menjawab bagi daerah yang SDMnya
sangat terbatas maka PNS dan 'gururyang ada didaerah tersebut dapat
dilibatkan dalam penyelenggaraan PILKADA

Apakah keterlambatan pencairan anggaran pilkada sangat berpengaruh

~ terhadap tahapan,program dan jadwat kegiatan khususnya pemutakhiran data

dan daftar pemilih 7
Jawab :
“...Pemda Kabupaten Nunukan adalah sangat mendukung setiap
. kegiatan KPUD dalam mensukseskan pilkada Kabuapten
Nunukan. Penyerahan secara penuh terhadap aﬁg'garan pilkada
dan pengelolaannya merupakan langkah maju dan nyata dalam

mengatasi hambatan terutama berkaitan dengan pembiayaan

\
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tahapan pilkada. Namun harus dibicarakan dan dikomunikasikan
kepada DPRD, KPUD dan pemerintah daerah...”.
Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten
Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan
Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih ?
Jawab :

Untuk mengatasi hambatan aksesibilitas yang perlu diusulkan
adalah telpon seluler (HP) kalau di daerah Krayan mungkin
adalah handy talk sehingga mereka bisa memberikan informasi
kepada PPS dan PPK jika terdapat permasalahan dalam proses
pendafiaran pemilih...”.

Menurut Bapak/Tbu/Sdr(i) apakah jumlah staf pegawai negeri sipil sudah

mememadai ?

Jawab:
Belum memadai persoalan ini juga sempat saya utarakan dengan
Sekretaris Jenderal KPU di tangjung selor pada saat rapat dengar
pendapat dengan KPU sekalimantan Utara, oleh sckjen KPU itu akan
di bahas dalam rapat pengadaan formasi pegawai pada tahun 2018.

Upaya apa yang telah dilaksanakan dalam menyukseskan implementasi

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pemutakhiran data dan daftar
pemilih ?
Jawab:

Upaya yang dilakukan adalah Koordinasi dengan DPRD, Pemkab
Nunukan, Panwas Kabupaten, Partai Politik dan seluruh elemen
masyarakat vang ada diKabupaten Nunukan sertatidak kalah
pentingnya sosialisasi dan penyuluhan kepada selurah masyarakat
tetap kita tingkat guna meminimalisir adanya Golput
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TRANSKRIP WAWANCARA

Il. Nama :Henry Musa, SE
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nunukan

L. Menurut Bapak apakah proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang

dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?

Jawab -
Kalau menurut pengamatan kita selama beberapa waktu yang lalu
saya rasa sudah tepat sasaran apalagi PPDP sudah mengetahui
tugasnya dilapangan dalam proses pemutakhiran data dan daftar
pemilil.

2. Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai
untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa
dan kelurahan? )

Jawab ;
Untuk Sumber Daya Manusia di tingkat PPDP Ini khusus untuk
perkotaan sudah memadai namun didaerah pedalaman ini menjadi
persoalan karena karena Sumber Daya Manuasianya masih banyak
yang belum memenuhi kriteria itu terutamta sekali didaerah
perbatasan dikecamatan-kecamatan yang letak geografisnya yang
jauh.

3. Aspek atau faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam
pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat keiurahan dan
desa ?

Jawab ;
Factor yang menghambat pertama masalah kesulitan wilayah yang
kedua masalah anggaran atau biaya yang selama ini masih memakai
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standar pulau Jawa sedangkan kondisi geografis dan topografi pulan
kaliamantan sangat jauh berbeda
Upaya apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten Nunukan terhadap
masyarakat jika masih ada yang belum terdata dalam data pemilih tetap?
Jawab :
Upaya yang kita lakukan adalah jika masih ada masyarakat atau
warga yang masih belum terdata didalam peraturan KPU mereka
masih diberikan maka kesempatan untuk didaftar pemilih tambahan .

Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan
dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam melaksanakan Implementasi Peraturan
KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Permutakhiran data dan daftar pemilih ?
Jawab :
Hubungan Koordinasi kami dengan PPK,PPS yang berkaitan dengan
proses pendaftaran Pemilih sudah berjalan dengan lancar sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang
Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan dafiar
Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam
melaksanakan pemutakhiran data?;

Jawab:

“ .sosialisai seluruh tahapan pemilukada di setiap lapisan
masyarakat, seperti pemilih pemula pada tingkat SMU/SMK
maupun Mahasiswa, adalah hal yang harus dilakukan karena
dengan sosialisasi KPUD berharap masyarakat tahu tahapan-
tahapan tersebut, baik yang berkaitan tahapan pilkada lainnya
maupun tahapan dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data
pemilih. Selama ini sosialisasi tahapan, program dan kegiatan
pilkada hanya sampai pada tingkat kecamatan saja. Mungkin
penyelenggaraan pilkada yang akan datang pola sosialisasi ini
dapat dirubah, yang semula hanya sampai tingkat kecamatan
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dirubah polanya yaitu sosialisasi dilakukan pada tingkat desa atau
kelurahan...”.

Apakah sudah ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya

Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?

Jawab
Sudah kita sampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang
bahwa pendataanr dan pendaftaran ite sangat penting urtuk ita
diharapkan kepada masyarakat memberikan data identitas yang benar.

Apakah dengan adanya SIDALIH sodah dapat  meminimalisir

seseorang/masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih ?

Jawab
Sebenarnya  dengan adanya SIDALIH ini sudah bagus dalam
menginput data, semua ini bisa berjalan dengan maksimal jika akses
jaringan koneksi yang baik sangat membantu KPU dalam
meminimalisir warga umtuk terdaftar sebagai pemilih.

Bagaimana cara atau solusi diberikan oleh KPU dalam mengatasi hambatan

dalam proses pemutakhirkan data dan daftar pemilih?

Jawab :
Solusi yang dilakukan untuk mengantisipasi pemutakhiran data
pemilih adalah dengan mefihat kesempatan yang ada bagi mereka
ketika berada di rumah dan PPDP bisa melakukan tugasnya dengan
memperhatikan kesibukan mereka sebagai nelayan dan petani



10.

1.

43449.%_9

Apakah keterlambatan pencairan anggaran pilkada sangat berpengaruh
terhadap tahapan,program dan jadwal kegiatan khususnya pemutakhiran data
dan daftar pemilih ?
Jawab :
Sebenarnya sangat berpengaruh dalam -pelaksanaan tugas mereka
dilapangan untuk kami sangat mengharapkan agar pemerintah

daerah mencairkan dana sesuai dengan tahapannya...”.

Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten

Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan

Pemutakhiran data dan Daftar Pemililr 7

Jawab :
Pemecahan permasalahan yang ada di kabupaten ind, secara umum
dapat dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu : Pertama, peningkatan
kualitas SDM merupakan elemen utama penentu keberhasilan
pembangunan, karena SDM merupan obyek dan sekaligus sebagai
subyek pembangunan. Kedua, Peningkatan pembangunan
infratstruktur untuk melengkapi aksesibilitas wilayah, sebagai
upaya untuk mendudukung kegiatan ekonomi masyarakat. Ketiga,
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan memamfaatkan

sumberdaya lokal secara optimal, schingga SDA dapat dikelola
secara efisien dan lestari...”.
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TRANSKRIP WAWANCARA

: Kaharuddin, SE

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nunukan

Aspek atau fakior apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam
pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kelurahan dan
desa ?

Jawab ;

Ada beberapa persoalan dan hambatan bagi PPDP dalam melaksanakan
pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kelurahan dan desa,
terutama di daeraly pedatamaw perbatasam kami banyak mengalami kendala
yang berkaitan dengan jaringan sehingga komunikasi terputus karena tidak
dapat menggunakan telpon seluler seperti daerah krayan dan krayan selatan
perlu diusulkan pengadaan handy talk, dengan keadaan seperti ini petugas
PPDP langsung bertatap muka dengan warga yang ada dalant dafiar tersebut

Menurat Bapak/lbu bagaimana peran Media Center dan PPID dalam

memberikan informasi kepada masyarakat tentang penting terdaftar sebagai

pemilih melalui Petugas Pemutakhiran Data Pernilih (PPDP)?

Jawab :
KPU dalam melaksanakan sosialisal kepada masyarakat umum
ada beberapa perangkat seperti PPID atan pejabat pengelola
informasi daerah dan media center , kedua sarana ini dapat
dimanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang
berhubungan dengan pemilukada atau mempertanyakan seputar
pemutakhiran data dan daflar pemilih, selain itu KPU kabupaten
Nunukan dalam mensosialisasikan tahapan memakai mobil
keliling yang menyampaikan kepada masyarakat tentang
pentingnya terdaftar sebagai pemilih.
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Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten
Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan
Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih ?

Jawab :

“..Untuk mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah
dalam melakukan PDP, adalah dapat dilakukan dengan cara
mengadakan perangkat elektronik HT (hand talky) setiap desa
yang ada di Kabupaten Nunukan, sehingga memudahkan bagi
penyelenggara di bawah dalam melaporkan dengan cepat
permasalahan PDP di lapangan. Hal ini kami sadari untuk
mewujudkan program tersebut akan membutuhkan biaya yang
cukup besar...”.

Apakah keterlambatan pencairan anggaran pilkada sangat berpengaruh
terhadap tahapan,program dan jadwal kegiatan khususnya pemutakhiran data
dan daftar pemilih ?
Jawab :
Dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh
PPDP ada uvang operasional lapangan, secara otomatis kalau
pencairan anggaran terlambat sangat berpengaruh terhadap
kinerjanya  dilapangan  sehingga  mengakibatkan  tahapan
pemutakhiran tidak dapat berjalan sesvai jadwal.
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Andi Umar Bintang, SE
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nunukan

1. Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten
Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan
Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih ?

Jawab :

Memang perlu kita pahami bersama bahwa dengan luasnya
wilayah Nunukan dan wilayah yang sulit dijangkau pastilah
petugas kita dilapangan menemui kendala atau hambatan seperti
jaringan, masalah besar di daerah kita adalah jaringan bagaimana
caranya mengakses pemilih yang terletak di daerah yang jauh
dimana disana tidak ada jaringan Telkomsel tenfu satu-satunya
cara yang kita lakukan adalah dengan menggunakan SSB dan
Hady Talk kita menemukan cara lain kecuali itu

2. Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang
Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar
Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam
melaksanakan pemutakhiran data?;

Jawab:

sosialisasi kepada tokoh agama, toko masyarakat, tokoh adat, tokoh
pemuda yang ada di desa agar dapat memberikan pemahaman dan
informasi kepada warga yang ada di daerahnya labih aktif untuk
melaporkan diri kepada PPDP atau RT, RW. Hal ini dilakukan agar
warga terdafiar menjadi pemilih. Demikian juga sosialisasi melalui
peran media massa melalui pemberitaan media, baik media cetak
maupun elektronik, serta penyebaran himbauan-himbauan dengan
menggunakan baleho, spanduk, serta stiker.
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3. Bagaimana tata kerja Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH)

dalam Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?

Jawab
Jadi system pendataan pemilih kita mempunyai perangkat-perangkat
yang paling bawah yang bernama PPDP itulah titik awal personal
yang berfungsi untuk mendata pemilih dari hasil yang dilakukan oleh
PPDP untuk memutakhirkan data kemudian diinput ke PPS setelah
terkumpul diinput lagi ke PPK dan data yang dari PPK input lagi ke
KPU Kabupaten Nunukan dari KPU Kabupaten Nunukan kita input
ke Portal SIDALIH
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Jhon Tandi Bunna, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

L. Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemutakhiran data dan dafiar pemilih

yang dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?

Jawab :
Kalau menurut saya sudah tepat sasaran perangkat yang kita rekrut
kemarin paling tidak RT RW yang kita libatkan yang secara
langsung sudah mengetahui warganya sehingga memudahkan proses
pemutakhiran data dan daftar pemilih .

2, Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai
untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa
dan kelurahan? '

Jawab ;
Pada prinsipnya PPDP kita sudah memiliki SDM yang baik secara
teknis persyaratan, walaupun di wilayah pedalaman perbatasan kita
masih kekurangan SDM tetapi kita berusaha melibatkan para guru
dan Perangkat desa yang ada disana.

3. Aspek atau fakior apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam
pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kelurahan dan
desa ?

Jawab ;
Faktor yang pertama adalah letak geografis luas wilaya yang kedua
tidak adanya sarana prasarana yang memadai yang Ketiga sarana
komunikasi dan tranportasi yang tidak memadai, sehingga mercka
PPDP tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
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Upaya apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten Nunukan terhadap
masyarakat jika masih ada yang belum terdata dalam data pemilih tetap?
Jawab :
Ketika daftar pemilih tetap (DPT) sudah di tetapkan, namun masih
ada masyarakat atau warga yang masih belum terdata didalam
peraturan KPU mereka masih diberikan maka kesempatan untuk
didaftar pemilih tambahan dengan menggunakan KTP

Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan
dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam melaksanakan Implementasi Peraturan
KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?
Jawab :
Koordinasi kami dengan PPK, PPS dan PPDP sangat Be:jalan dengan
baik dalam pelaksanaan implementasi pemutakhiran data dan daftar
pemilih itu dilakukan melalui Rapat kerja di masing-masing
tingkatan baik PPK dan PPS schingga informasi mengenai tugas dan
fungsi PPDP dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab masing-

masing.

Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang
Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar
Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam
melaksanakan pemutakhiran data?;
Jawab:
sosialisasi sudah kita jalan dengan melibatkan masyarakat, LSM
ketua RT dan semua steakholder yang berkepentingan terhadap
pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
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Bagaimana wupaya yang dilakukan dalam pengangkatan personil
penyelenggara PPK,PPSKPPS dan PPPD yang memiliki SDM yang
berkualitas,mengingat keterbatasan SDM di daerah pedalaman dan pesisir,
ditambah lagi adanya aturan yang membatasi seseorang penyelenggara?
Jawab :

Sulitnya mencari penyelenggara pemilukada yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk
mengsiasati ini adalah bagi calon penyelenggara membuat surat
pernyataan yang berisi bahwa sulit memenuhi syarat tersebut
karena didaerah tersebut keterbatasan SDM. Selanjuinya surat
pernyataan tersebut diketahui kepala desa setempat.

Apakah keterlambatan pencairan anggaran pilkada sangat berpengaruh
terhadap tahapan,program dan jadwal kegiatan khususnya pemutakhiran data
dan daftar pemilih ?
Jawab :
Saya kira sangat berperan penting masalah anggaran ini kita tidak
bisa berjalan sesuai denga rencana program dan tahapan tanpa
adanya anggaran oleh karena itu kami sangat mengharapkan agar
pemerintah daerah dalam melakukan pencairan berdasarkan
tahapan dan jadwal.

Upaya apa yang telah dilaksanakan dalam menyukseskan implementasi
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pemutakhiran data dan daftar
pemilih ?

Jawab :
Upaya yang Kkita lakukan adalah dengan memberdayakan PPDP
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemutakhiran data dan
daftar pemilih.



Nama
Jabatan

L.
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TRANSKRIP WAWANCARA

: Ansar, ST
: Kepala Sub Bagian Program dan Data

Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemutakhiran data dan daftar pemilih
yang dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran 7
Jawab :
Kalau menurut saya sudah tepat sasaran sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2011 dan PKPU Nomor 04 tahun 2015
dimana PPDP sudah melaksanakan proses pemutakhiran data dan
daftar pemilih dengan mengroscek lansung kelapangan sesuai dengan
tempat tinggal dan alamatnya.
Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.
untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa
dan kelurahan?
Jawab ;
Pada dasar PPDP sudah memiliki SDM yang memadai karena
mereka pada saat dirckrut memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan
dengan PPK,PPS, dan PPDP dalamn melaksanakan Implementasi Peraturan
KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?
Jawab :
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dimana garis koordinasi
sudah sangat jelas sekali dimana jika terjadi permasalahan yang tidak
dapat terpecahkan di Kecamatan, Kelurahan/Desa maka PPK dan
PPS tentunya akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten.



43449.2%8

upaya apa yang dilakukan apabila dalam peraturan KPU NO 4 tahun 2015
tidak terakomidir kearifan local, sebagaimana kita ketahui kondisi geografis
topograpi kabupaten Nunukan sangat berat dimana sebahagian besar
warganya hidup tersebar didaerah pesisir atau pantai dengan mata
pencaharian sebagai nelayan maupun daerah pedalaman sebagai peladang
upaya apa yang dilakukan agar warga yang berprofesi sebagai nelayan dan
peladang dapat teradaftar sebagai pemilih?
Jawab:
Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat surat edaran yang
intinya memberitahukan kepada masyarakat bagi yang belum terdata
agar segera berkoordinasi dengan PPK dan PPS setempat untuk
segera dimasukkan kedalam daftar tambahan.

Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengangkatan personil
penyelenggara PPK,PPSKPPS dan PPPD yang memiliki SDM yang
berkualitas,mengingat keterbatasan SDM di daerah pedalaman dan pesisir,
ditambah lagi adanya aturan yang membatasi seseorang penyelenggara?
Jawab :
Upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan para guru
atau pns yang ada disana serta menyampaikan daftar invetarisasi
masalah ke KPU Kabupaten agar diberikan dispensasi mengenai
keterbatasan SDM yang ada di pedalaman.
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6. Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten

Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan
Pemutakhiran data dan Dafiar Pemilih ?
Jawab :

menurut pendapat saya, untuk mengatasi hambatan aksesibilitas
dan luas wilayah dalam melakukan pemutakhiran data pemilih,
terutama jika ada kendala yang dialami oleh petugas di tingkat
bawah. Hal ini perlu penanganan segera jika tidak dapat melalui
jaringan komunikasi, maka dapat ditempuh dengan cara mencarter
speedboad untuk wilayah yang tidak ada jalur daratnya.
Selanjutnya mencarter mobil doubel gardan untuk wilayah yang
hanya ada jalur darat atau jalan raya.

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah jumlah staf pegawai negeri sipil sudah

mememadai ?

Jawab :
Menurut saya staf yang ada di KPU Kabupaten Nunukan sangat
minim jadi kami sangat mengharapkan adanya penambahan formasi
jumlah pegawai  sehingga kami bisa melaksanakan tugas sesuai
tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan tahapan pemilu
dan pilkada .
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Eko Teguh Santoso, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum

1. Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemutakhiran data dan dafiar pemilih
yang dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?
Jawab :
Kalau menurut saya sudah tepat sasaran PPDP dalam melaksanakan
tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undang yang
ada memutakhirkan data dan daftar pemilih.

2. Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai
untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa
dan kelurahan?

Jawéb;

penyelenggra pemilukada tingkat bawah yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah
cukup sukar untuk memenuhinya. Untuk hal ini dapat ditempuh
dengan cara menerima surat pernyataan yang berisi tentang
keterbatasan SDM, vyang diketahui kepala desa setempat.
Selanjutnya permasalahan tersebut dibawah dalam rapat pleno
KPUD, untuk diputuskan lalu dituangkan dalam berita acara rapat
pleno

3. Bagaimana proses evaluasi terhadap pelaksanaan Pemutakhiran data dan
daftar pemilih?
Jawab :
Sebagaiman kita ketahui di KPU Kabupaten Nunukan setelah
melakukan sebuah kegiatan kita selalu melakukan monitoring dan
evaluasi tentang pencapaian kinerja petugas pemutakhiran data
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Upaya apa yang telah dilaksanakan dalamn menyukseskan implementasi
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pemutakhiran data dan daftar
pemilih ?

Jawab :

Upaya yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi
dan memberikan informasi baik melalui media massa maupun media
elektronik dan juga mencetak famflet dan brosur yang tujuannya
untuk memberikan pendidikan pemelih bagi warga masyarakat.




Nama
Jabatan
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TRANSKRIP WAWANCARA

: Abdurahman, SE
: Anggota Panwaslu Kabupaten Nunukan

1. Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai

untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa
dan kelurahan?

Jawab :

soelaku Ketua Panwaslu Kabupaten Nunukan, dan sebagai mitra
kerja KPUD dalam penyelenggaraan pilkada di daerah, maka selalu
berkoordinasi tentang tahapan pilkada, utamanya berhubungan
dengan pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan hal tersebut,
panwaslu melihat bahwa hambatan secara umum adalah tentang
keterbatasan SDM dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada
ditingkat desa, namun keterbatasan ini dapat disiasati dengan
memperbanyak diklat dan sosialisasi yang berhubungan dengan
tugas dan tanggung jawab penyelenggara ,,,

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah jumlah staf pegawai negeri sipil sudah

mememadai ?
Jawab :

Menurut saya jumlah pegawai sekretariat KPU kabupaten Nunukan
sangat jauh dari kurang melihat beban kerja yang ada apalagi ketika
memasuki tahapan pemilu dan Pilkada tentunya akan menambah lagi
beban pekerjaan schingga KPU Kabupaten tidak maksimal dalam
melaksanakan tugasnya kita berharap agar pemerintah dalam hal ini
KPU Pusat dapat menambah porsinil pegawainya di kabupaten.




Nama
Jabatan

L.
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TRANSKRIP WAWANCARA

: Drs Yoseph Murang, M.Si
: Sekretaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Nunukan

Menurut Bapak/lbu apakah penyelenggara Pemilu KPU, PPK,PPS,PPDP
dalam menvalidasi data kependudukan dari Disdukcapail berupa DP4 yang
kemudian di lakukan pemutakhirkan data dan daftar pemilih sudah sesuai
dengan aturan yang berlaku?

Jawab :

KPUD dalam malakukan validasi registrasi penduduk adalah
berpedoman pada aturan yang ada, sehingga apapun hasil dasi
validasi tersebut parpol pengusung hanya dapat memberikan
masukan kepada KPUD berkaitan dengan beberapa pendukung
atau relawan kami yang datanya belum sesuai dengan kenyataan
yang ada seperti nama lengkap, tempat/ tanggal lahir (umur), jenis
kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal. Tapi kami
tidak bisa merubah data tersebut, sementara XPUD dapat
merubahnya dengan dukungan data yang diberikan

Menurut Bapak/Ilbu bagaimana peran Media Center dan PPID dalam
memberikan informasi kepada masyarakat tentang penting terdaftar sebagai
pemilih melalni Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)?

Jawab :

Menurut saya peran Media Center dan PPID dalam memberikan
informasi kepada masyarakat sangat efektif dalam hal sosialisasi
pendidikan pemilih bagi semua partai politik yang ada di kabupaten
Nunukan, terutama dalam penyampaian informasi yang berhubungan
dengan pemutakhiran data dan juga informasi seputar pemilu dan
pilkada.
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Erniati, S.Pd
Jabatan : Anggota KPPS Kelurahan Nunukan Barat

1. Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang
Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar
Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam
melaksanakan pemutakhiran data?

Jawab :

jika tahapan pemutakhiran data pemilih tidak disosilisasikan akan
menjadi masalah pada saat dilakukan pendistribusian kartu
pemilih dan surat panggilan untuk memberikan hak suaranya di
TPS. Masyarakat maupun tim sukses pasangan calon yang merasa
sebagai pendukung salah satu pasangan calon bupati tidak
menerima surat panggilan, maka warga tidak bisa memberikan
hak suaranya, walaupun sudah dijelaskan bahwa jika sesorang
yang memenuvhi syarat menjadi pemilib dan tidak masuk di DPT,
maka dapat melakukan pencoblosan dengan membawa kartu
kelurga dan KTP yang masih berlaku

2. Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan
dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam melaksanakan Implementasi Peraturan
KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?
Jawab :

Menurut saya hubungan koordinasi antara penyelenggara yang ikut
berperan aktif dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih seperti
PPDP,PPS dan PPK sangat baik dimana KPU Kabupaten Nunukan
selalu membuka layanan komunikasi dan memberikan masukan jika
petugas mendapat persoalan atau permasalahan yang berkaitan
dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih. '
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